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ABSTRAK 
 
Nama :Raden Ulandari Tamrin 
Nim :90400114134 
Judul :Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Study pada Badan Pengelola Keuangan 
Daerah Kab. Luwu) 
 
Badan pengelolaan keuangan daerah adalah satu unit satuan kerja pada 
suatu pemerintahan kabupaten atau kota yang bertugas menyusun dan 
melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang fungsinya 
adalah sebagai bendahara umum di daerah tersebut. Adapun tujuan dalam 
penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana pihak pengelola keuangan daerah 
memaknai budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dan untuk mengetahui penerapan 
budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Luwu. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
ethnografi yang digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku manusia berkaitan 
dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting sosial dan budaya 
tertentu dan memahami sudut pandang manusia terkait pengelolaan keuangan 
daerah. Melakukan penyandingan kearifan lokal atau unsur budaya To Ciung 
Maccae Ri Luwu dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah 
Kabupaten Luwu sudah dapat dikatakan baik. Hal tersebut karena pihak pengelola 
keuangan daerah telah memaknai dan menerapkan budaya To Ciung Maccae Ri 
Luwu yakni Nilai adele, lempu, dan getteng dalam proses pengelolaan keuangan 
daerah. Untuk selanjutnya BPKD Kabupaten Luwu diharapkan lebih 
meningkatkan pemahamannya terhadap budaya di kerajaan luwu dan 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengetahui 
arti dari budaya tersebut tetapi lebih memaknai secara mendalam makna yang 
terkandung didalam budaya tersebut.  
 
Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, To Ciung Maccae Ri Luwu, adele 
(adil), lempu (jujur), getteng (teguh). 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Wilayah negara Republik Indonesia yang sangat luas dibagi dalam 
beberapa daerah provinsi dan provinsi-provinsi tersebut kemudian dibagi pula 
dalam daerah yang lebih kecil yaitu kabupaten atau kota, kecamatan, desa dan 
kelurahan. Masing-masing daerah tersebut kemudian dikelola oleh pemerintah 
sesuai dengan hak otonominya. Otonomi daerah di Indonesia merupakakan solusi 
alternatif untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pemerintahan 
(Nurhasanah, 2017:16).  
Otonomi daerah akan berdampak pada pemberian kewenangan kepada 
daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan 
kepentingan masyarakat di daerah tersebut (Istiqomah, 2015:1). Oleh karena itu, 
pemerintah daerah beserta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku 
pengguna anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah (Novlentina, 2017:50). 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa (Yatminiwati, 2018:49). Pengelolaan keuangan daerah yang 
dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for 
money serta partisipatif, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian suatu 
daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki 
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kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah (Kaunang et 
al., 2016:356). Pengelolaan keuangan yang berorientasi pada kinerja menuntut 
adanya desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan 
desentralisasi administratif yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai 
pada tingkat hirarki yang paling rendah (Hendra, 2018:10). Dalam hal ini 
Pengelolah keuangan daerah diberi wewenang dalam batas yang telah ditetapkan 
dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen 
kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggungjawab tertentu dalam hal sifat dan 
hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.  
Setiap daerah memiliki adat istiadat dan nilai budaya tersendiri, hal ini 
berdasarkan karena wilayah Indonesia terdiri atas berbagai suku, ras, bahasa, etnis 
dan budaya sehingga menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. 
Dalam kehidupan masyarakat yang multietnis, kemajemukan tidak saja 
menyiratkan adanya perbedaan-perbedaan, tetapi juga di dalamnya mengandung 
interaksi timbal-balik antar pemerintah dengan masyarakatnya. Pada kondisi 
masyarakat seperti itu, masalah yang biasanya timbul adalah sulitnya mencapai 
kesepakatan dalam meletakkan landasan sistem pemerintahan yang baik dan 
sesuai, hal ini berkaitan dengan semakin derasnya arus perubahan dan kuatnya 
dampak globalisasi yang dapat berakibat negatif dalam menjalankan kehidupan 
bermasyarakat dan dalam lingkup pemerintahan itu sendiri (Nurhasanah, 2017:3). 
Tampak bahwa lemahnya sikap dan daya kritis masyarakat mengakibatkan 
kurangnya kemampuan menyeleksi nilai dan budaya yang negatif sehingga terjadi 
pengikisan nilai budaya yang positif. Pentingnya kearifan lokal sebagai dasar 
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pendidikan karakter, karena memang pada dasarnya merupakan kebenaran yang 
telah mentradisi dalam satu daerah. Kearifan lokal secara bersamaan merupakan 
perpaduan antara nilai-nilai suci dengan berbagai nilai-nilai kebaikan yang ada. 
Sehingga inilah yang menyebabkan begitu berartinya kearifan lokal tersebut (Ima, 
2015:42). 
Nilai budaya merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman 
serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan 
orang atau kelompok terhadap nilai relatif sangat kuat dan bahkan bersifat 
emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia 
itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa setiap individu dalam melaksanakan 
aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta berpedoman kepada nilai-nilai atau 
sistem nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Artinya nilai-nilai 
itu sangat banyak mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara 
individual, kelompok atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, 
benar salah, patut atau tidak patut. Suatu nilai apabila sudah membudaya di dalam 
diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk di 
dalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, 
misalnya budaya gotong royong, budaya malas, dan lain-lain. Jadi, secara 
universal, nilai itu merupakan pendorong bagi seseorang dalam mencapai tujuan 
tertentu. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan 
rujukan dalam bertindak. Nilai budaya lebih mengacu pada apa atau sesuatu oleh 
manusia dan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang paling berharga 
(Koentjaraningrat, 1987:85). Dengan kata lain, nilai budaya itu berasal dari 
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pandangan hidup masyarakat. Nilai budaya adalah unsur-unsur gagasan atau ide, 
adat istiadat dan perilaku yang menajdi pedoman hidup masyarakat setempat. 
Nilai budaya yang senantiasa dijaga oleh masyarakat dalam bertingkah, baik 
terhadap diri sendiri maupun sesama masyarakat. 
Kabupaten Luwu merupakan daerah yang terletak diujung utara Sulawesi 
Selatan. Selain terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah juga memiliki 
torehan sejarah yang menarik. Kitab I Lagaligo merupakan teks sastra 
peninggalan Kerajaan Luwu dan masih terpelihara keasliannya yang menjadi 
bukti bahwa Kerajaan Luwu memiliki tradisi intelektual.  
Selain kitab I Lagaligo, beberapa peninggalan lainnya mempertegas 
kebesaran Luwu, seperti bangunan kerajaan, batu nisan dan masjid. Dalam hal ini 
juga terdapat beberapa nilai lokal dari Kerajaan Luwu (Sawerigading) masih 
dipegang oleh sebagian pemangku adat. Seperti nilai To Ciung Maccae Ri Luwu 
dimana nilai yang di ajarkan yaitu adele’ (adil), lempu’ (jujur) dan getteng (teguh) 
(Nurhasanah, 2017:4-5). Namun seiring perkembangan zaman dan arus 
globalisasi yang semakin meningkat, budaya asing yang menghegemoni 
mengakibatkan lunturnya nilai budaya tersebut. Proses ini berlangsung tanpa 
disadari sehingga dampak yang dapat ditimbulkan adalah semakin melemahnya 
nilai budaya masyarakat Luwu terutama dalam menjalani kehidupan 
bermasyarakat dan berpemerintahan. Hal tersebut ditandai dengan lunturnya nilai-
nilai yang seharusnya menjadi landasan dalam bersikap dan bertingkah laku 
dalam kehidupan, kini hanya sebatas pengetahuan awam, bahkan ironisnya nilai-
nilai budaya dapat terlupakan. 
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Perubahan yang cepat di luar Luwu, juga berdampak signifikan terhadap 
Luwu. Semangat otonomi daerah, menjadikan Luwu terbagi dalam empat 
Kabupaten atau Kota, keempat daerah tersebut antara lain Kabupaten Luwu, Kota 
palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur. Kerajaan Luwu 
yang dulunya menjadi kendali atas roda pemerintahan di Luwu kini beralih ke 
pemerintah empat Kabupaten atau Kota tersebut. Kerajaan Luwu (sekalipun masih 
ada) kini tinggal nama saja. Jika mencoba bertanya kepada anak-anak sekolah 
tentang nilai-nilai di kerajaan Luwu maka sebagian besar atau malah semuanya 
akan menjawab tidak tahu. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang 
merupakan daerah bekas Kerajaan seperti kesultanan Jogja yang masih 
memegang teguh nilai-nilai budaya dan tidak melupakan sejarahnya, generasi di 
Luwu sebagian besar justru melupakan sejarahnya. Kecintaan daerah lain terhadap 
budayanya tercermin dari keingintahuan mereka atas sejarah, ini dapat 
diwujudkan dengan menggelar pagelaran budaya. Di Jogja, tiap tahun diadakan 
festival keraton sebagai bentuk kecintaan mereka akan budaya lokal.  
Karya sastra I Lagaligo yang menjadi bukti intelektualitas masyarakat 
Luwu dahulu yang telah berada di Belanda. Sehingga untuk mempelajarinya harus 
menempuh jarak yang cukup jauh ke Belanda. Hal Ini seharusnya menjadi 
tamparan yang keras bagi masyarakat  Luwu. Orang asing saja ingin mempelajari 
budaya Kerajaan Luwu, sementara masyarakat asli  justru melupakan dan 
meninggalkannya (Rahman, 2013:20-21) 
Kehilangan identitas budaya Luwu yang mendera generasi mudanya selain 
karena arus globalisasi yang begitu kuat juga karena tak adanya “counter” 
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dilakukan terhadap budaya asing tersebut. Bukankah penjajahan baru akan terjadi 
jika yang dijajah rapuh secara internal. Bila generasi muda Luwu memahami 
secara mendalam ajaran To Ciung Maccae Ri Luwu, yaitu adele’ (adil), lempu’ 
(jujur), getteng (teguh), budaya asing tak akan dengan mudah merasuki setiap 
generasi muda Luwu. Hal tersebut ditandai dengan lunturnya nilai-nilai budaya 
yang seharusnya menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku dalam 
kehidupan, kini hanya sebatas pengetahuan awam bahkan ironisnya nilai-nilai 
budaya tersebut dapat terlupakan (Rahman, 2013:21-22). Maka dari itu, 
menemukan kembali identitas budaya Luwu menjadi suatu yang “wajib” 
dilakukan bukan hanya generasi muda, namun semua elemen masyarakat Luwu 
termasuk pemerintahan. 
Berdasarkan keadaan tersebut permasalahan ini menjadi menarik, maka 
penulis bermaksud untuk meneliti dan memahami dalam permasalahan ini dan 
dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul “MAKNA BUDAYA TO 
CIUNG MACCAE RI LUWU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAERAH (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Luwu). 
B. Rumusan Masalah 
Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus hati-hati untuk 
menghindari timbulnya penyelewengan dan penyimpangan karena 
penyalahgunaan jabatan oleh penyelenggara negara di daerah. Oleh karena itu, 
pengelolaan keuangan daerah mutlak diperlukan, demi menjamin dan 
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aparatur pemerintahan yang 
baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar 
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dari perbuatan tercela, karena terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, 
melalui pencitraan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana pihak pengelola keuangan daerah memaknai budaya To Ciung 
Maccae Ri Luwu? 
2. Bagaimana penerapan budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam pengelolaan 
keuangan Daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dipapakan diatas, tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui sejauh mana pihak pengelola keuangan daerah memaknai 
budaya To Ciung Maccae Ri Luwu. 
2. Untuk mengetahui penerapan budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam 
pengelolaan keuangan Daerah. 
D. Penelitian Terdahulu 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan 
keuangan daerah di Kabupaten Luwu dalam hal Kinerja aparatur pemerintah 
daerah dengan menggunakan budaya Tociung maccae ri luwu dalam pengelolaan 
keuangan daerah. Adapun beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan 
dalam penelitian yaitu: 
Penelitian Cicilia et al., (2015) yang berjudul “Analisis Efesiensi dan 
Efektivitas Serta Kemandirian Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten 
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Minahasa Utara”. Dimana hasil penelitian menunjukkan tingkat efisiensi 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara senantiasa mengalami 
perkembangan yang mengarah pada tingkatan yang makin efisien. Dimana, pada 
tahun 2009 tingkatannya berada pada kriteria efisien dan juga tingkat efektivitas 
pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam mengelola keuangan 
daerahnya menjadi semakin efektif pada periode Kabupaten Minahasa Utara 
terpisah dengan Kabupaten Minahasa Induk. 
Penelitian yang dilakukan Fahri Rezki Rahman (2013) yang berjudul 
“Aktualisasi Nilai Budaya Lokal Dalam Kepemimpinan Pemerintahan Di Kota 
Palopo”. Dimana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konsep otonomi 
daerah dalam pelaksanaannya tidak menjamin eksistensi nilai budaya lokal dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya kota Palopo, terhadap 
pemahaman dan aktualisasi nilai tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan 
fungsi selaku pemimpin pemerintahan. Pemimpin pemerintahan yang 
dimasukkan, tidak semua paham dan mengaktualisasikan nilai tersebut, yang 
mana dari 8 (delapan) informan yang ada hanya 2 (dua) yang dapat memahami 
dan mengaktualisasikan nilai budaya lokal tersebut. Sedangkan selebihnya hanya 
dapat dikategorikan sebagai informan yang tidak paham meskipun secara tidak 
sadar mereka mengaktualisasikan nilai tersebut namun dalam artian secara umum. 
Penelitian yang dilakukan Fajri et al., (2014) yang berjudul “Akuntabilitas 
Pemerintah Desa  Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Kantor Desa 
Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)”. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Akuntabilitas 
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pemerintah desa pada pengelolaan ADD di Desa Ketindan melalui 3 tahapan yaitu 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dimana ketiga-
tiganya dilaksanakan pemerintah desa sebagai dasar komitmen pemerintah desa 
dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD. 
Penelitian yang dilakukan Kaunang et al., (2016) dengan Judul “Analisis 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era 
Otonomi Daerah: Studi pada Kota Manado”. Dimana hasil penelitiannya 
mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis rasio-rasio dan pembahasan 
yang telah diuraikan dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Manado masih kurang 
mandiri dalam membiayai daerahnya sendiri tapi Pemerintah Kota Manado juga 
masih terus berusaha untuk bisa mandiri terlihat dari peningkatan peningkatan 
yang terjadi tiap tahunnya. Pemerintah Kota Manado juga sangat efektif dalam 
merealisasikan PAD sehingga bisa dilihat dari rata-rata rasio efektifitas sebesar 
106.95% dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 
Penelitian yang dilakukan Mizkan et al., (2015) dengan judul “Analisis 
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat 
Kemiskinan Di Kota Pekanbaru”. Dimana hasil penelitian mengindikasikan 
bahwa Tingkat kemandirian masih dalam kriteria “kurang” dengan pola hubungan 
dengan Pemerintah Pusat yang bersifat “instruktif”. Adapun Tingkat kemampuan 
masih dalam kriteria “kurang”. Aktivitas keuangan untuk pembangunan termasuk 
dalam kriteria “baik”. Efektifitas keuangan termasuk dalam kriteria efektif. 
Efisiensi keuangan termasuk dalam kriteria “efisien”. Pertumbuhan keuangan 
termasuk dalam kriteria “baik”. 
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Penelitian yang dilakukan Albasiah (2012) dengan judul “Analisis kinerja 
pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandarian daerah di era otonomi 
daerah”. Dimana dari hasil analisis rasio keuangan daerah bahwa secara umum 
kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah kota Malang 
yang terus membaik. 
Penelitian yang dilakukan Randa dan Fransiskus (2014) dengan judul 
“Transformasi Nilai Budaya Lokal dalam Membangun  Akuntabilitas Organisasi 
Sektor Publik”. Dimana jenis akuntabilitas di kabupaten Tana Toraja yang terdiri 
dari dua tema inti yaitu akuntabilitas masukan dan akuntabilitas keluaran. Adapun 
Akuntabilitas masukan lebih banyak dipahami oleh pemerintah daerah sebagai 
agen dan menjadi indikator pelaksanaan akuntabilitas mereka kepada masyarakat 
sebagai prinsipal. Akuntabilitas keluaran yaitu akuntabilitas yang lebih banyak 
dipahami oleh masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat menilai akuntabilitas 
agen dalam bentuk kemanfaatan yang dapat dirasakan. Indikator akuntabilitas 
keluaran ini dominan dalam bentuk ketersediaan sarana-prasarana yang 
menunjang aktivitas mereka dibanding dengan program non sarana-prasarana. 
Penelitian yang dilakukan Raharja et al., (2015) dengan judul 
“Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah”. Dimana LKPD Kab. Lamongan yang 
merupakan gambaran dari hasil pengelolaan keuangan dan aset daerah masih 
mendapatkan opini WDP oleh BPK. Maka dalam pengelolaan keuangan dan aset 
daerah masih terdapat beberapa permasalahan yang membuatnya belum bisa 
mendapatkan opini WTP. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas 
merupakan salah satu penghambat untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan 
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aset daerah yang baik. Sumber daya manusia yang masih kurang bukan hanya 
dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 
tetapi juga dalam setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
Penelitian yang dilakukan Rismawidiawati (2016) dengan judul “Betahnya 
bangsawan luwu”. Dimana keberadaan kedatuan luwu (pemerintahan) yang masih 
ada sampai saat ini walaupun fungsinya tidak sama lagi seperti di masa lalu, serta 
elit di dominasi oleh kaum bangsawan di tanah luwu yang merupakan suatu 
gambaran bahwa masyarakat masih mempercayai akan kehadiran bangsawan 
sebagai tokoh yang ditakdirkan untuk menjalankan roda pemerintahan. 
E. Manfaat Penelitian 
 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan 
kontribusi sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoretis, teori interaksi simbolik yang mepertimbangkan bagaimana 
norma masyarakat dan budaya menjadi perilaku individu yang digagas oleh 
George Herbert Mead pada tahun 1863-1931. Hasil penelitian ini dapat 
digunakan sebagai referensi dalam menganalisis kinerja aparat pemerintah 
daerah dalam mengelolah keuangan daerah di bidang pemerintahan (sektor 
publik). 
2. Manfaat Praktis, dari hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi sebuah 
landasan kreatif bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparat dalam 
mengelolah keuangan daerah. Bagi masyarakat sendiri, diharapkan penelitian 
ini mampu memberikan gambaran bahwa pemerintah telah melakukan 
beberapa sikap untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu diharapkan 
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penelitian ini menjadi rujukan untuk terciptanya kinerja pemerintahan sesuai 
dengan nilai yang di ajarkan oleh To Ciung Maccae Ri Luwu yang terfokus 
pada bidang pemerintahan dalam hal ini pengelolaan keuangan daerah.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Interaksi Simbolik 
Teori interaksi simbolik bermula dari interaksionisme simbolik yang 
digagas oleh sebuah perspektif sosiologi yang dikembangkan pada kisaran 
pertengahan abad 20 dan berlanjut menjadi beberapa pendekatan teoritis yaitu 
aliran Chicago yang diprakarsai oleh Helbert Blumer, aliran lowa yang diprakarsai 
oleh Manford Kuhn, dan aliran Indiana yang diprakarsai oleh Sheldon Stryker. 
Herbert Mead menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk bertindak 
berdasarkan pemaknaan yang mereka berikan kepada orang lain, benda, dan 
kejadian.  
Pemaknaan diciptakan melalui bahasa yang digunakan oleh manusia 
ketika berkomunikasi dengan pihak lain yakni dalam konteks komunikasi antar 
pribadi atau komunikasi interpersonal atau self-talk atau dalam ranah pemikiran 
pribadi mereka. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan manusia untuk 
mengeangkan sense of self dan untuk berinteraksi dengan pihak lain dlam suatu 
masyarakat. Helbert Blumer mendefenisikan interaksi simbolik sebagai sebuah 
proses interaksi dalam rangka membentuk arti atau makna bagi setiap individu. 
Terdapat tiga asumsi dari teori ini: 
1. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada 
mereka. 
2. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 
3. Makna dimodifikasi melalui interpretasi. 
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Siregar (2011:101) mendefinisikan interaksi simbolik sebagai hal yang 
saling berhubungan dengan pembentukan makna dari suatu benda atau lambang 
atau simbol, baik benda mati, maupun benda hidup, melalui proses komunikasi 
baik sebagai pesan verbal maupun perilaku non verbal, dan tujuan akhirnya adalah 
memaknai lambang atau simbol (objek) tersebut berdasarkan kesepakatan 
bersama yang berlaku di wilayah atau kelompok komunitas masyarakat tertentu. 
Teori interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang 
dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain (Wikipedia, 2017).  
Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang 
berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (self), dan hubungannya  di 
tengah interaksi sosial, dan bertujuan akhir untuk memediasi, serta 
menginterpretasi makna di tengah masyarakat (society) dimana individu tersebut 
menetap. Pikiran (Mind) adalah kemampuan untuk menggunakan simbol yang 
mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan   
pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain. Diri (self) adalah 
kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang 
atau pendapat orang lain. Laksmi (2017:125) mengatakan dalam interaksi manusia 
dengan menggunakan simbol, manusia menginterpretasi situasi dengan pikiran 
(mind).  
Pikiran manusia melibatkan kegiatan mental di dalamnya. Manusia 
menggunakan pikiran untuk dapat menempatkan diri di dalam posisi orang lain 
dan kemampuan menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, 
sehingga manusia mampu menafsirkan arti dari suatu pikiran dengan tepat. 
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Kemampuan tersebut diekspresikan melalui bahasa, baik bahasa verbal maupun 
non-verbal, yang disebut sebagai simbol. Serupa dengan pikiran manusia, diri 
(self) juga merupakan suatu proses sadar yang memiliki beberapa kemampuan 
yang terus berkembang melalui interaksi dengan individu lain. 
Masyarakat (society) adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, 
dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap 
individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan 
sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan 
peran di tengah masyarakatnya. Jadi, Teori ini memberikan pandangan yang 
menonjolkan mengenai perilaku komunikasi antarmanusia dalam konteks yang 
sangat luas dan bervariasi. Teori ini dikembangkan dengan baik, mulai dari 
peranan diri dan kemudian berkembang pada penelitian mengenai diri dalam 
masyarakat (Ahmadi, 2008:313).  
Teori ini mempertimbangkan bagaimana norma masyarakat  dan budaya 
menjadi perilaku individu. Interaksi antar individu dapat mengembangkan konsep 
diri seseorang. Sedangkan konsep diri memberikan motif yang penting untuk 
perilaku seseorang. Teori ini juga mengasumsikan bahwa budaya dan proses 
sosial mempengaruhi manusia dan kelompok dan karenanya struktur sosial 
ditentukan melalui jenis-jenis interaksi sosial. 
 
B. Budaya To Ciung Maccae ri Luwu  
Awal Berdirinya Kedatuan Luwu Berdasarkan kitab Lagaligo, Kedatuan 
Luwu diperkirakan muncul sekitar abad X Masehi (pendapat lain mengatakan 
abad VI Masehi). Masa pemerintahan La Toge’ Langi’ (Batara Guru) yang 
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dianggap manusia pertama dalam kepercayaan masyarakat Luwu (Bugis Kuno) 
(Nurhasanah, 2017:11). Dengan diturunkannya Batara Guru, peradaban 
masyarakatnya khusunya di Sulawesi Selatan mulai berkembang dan menjadi 
stereotype bagi kehidupan masyarakat selanjutnya. Selain itu, beberapa pendapat 
termasuk ilmuan asing Belanda B.F Matthes tahun 1880 juga sepakat mengatakan 
bahwa Luwu (ware’) merupakan pusat peradaban Bugis dan termasuk merupakan 
sumber bahasa bugis. Kedatuan Luwu yang berdiri berabad-abad lalu, sejak 
periode awal munculnya telah berperan penting dalam membangun tatanan 
masyarakat di berbagai wilayah.  
Wilayah-wilayah tersebut utamanya di Sulawesi Selatan bahkan kerap 
menghubungkan keturunan (raja-rajanya) atau keberadaan kerajaannya dengan 
penguasa-penguasa di Luwu seperti Batara Guru, Batara Lattu’, Sawerigading 
atau La Galigo bahkan hingga Patotoe. Gorontalo disebelah utara, Selayar 
disebelah selatan, Buton disebelah timur dan Mandar disebelah barat serta seluruh 
Sulawesi bahkan juga berkaitan dengan beberapa daerah semenanjung Melayu 
merupakan bagian terkecil dari persebaran pengaruh Luwu dimasa lampau. Dari 
kronik-kronik yang tersebar diberbagai daerah ini, kedudukan Luwu sebagai 
sebuah wilayah yang sangat penting dan berpengaruh bagi pertumbuhan kerajaan 
yang bersangkutan sangat nampak. Tokoh Sawerigading, La Galigo dan beberapa 
tokoh lainnya dari tanah Luwu telah mengambil peran yang sangat penting dalam 
membentuk berbagai pranata di wilayah tersebut.  
Sejarah dan kebudayaan Luwu memang tidak lepas dari karya terbesar 
yaitu Sure‘ Galigo. Selain itu, sumber tertulis lainnya tentang Luwu juga berasal 
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dari kitab Nagarakertagama karya Empu Prapanca (1365 M) dari Kerajaan 
Majapahit. Jika silsilah keturunan mereka ditelusuri, maka akan bermuara di 
Luwu. Silsilah mereka akan sampai pada Batara Guru, Batara Lattu’, 
Sawerigading atau La Galigo bahkan hingga Patotoe. Keterangan tersebut diatas 
menunjukkan bahwa Luwu merupakan sumber tumbuh dan berkembangnya 
kerajaan-kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi sekaligus memperlihatkan 
pengaruh politiknya yang cukup luas. 
Dalam sejarah digambarkan bahwa sebelum Batara Guru diturunkan di 
bumi, situasi masyarakat Bugis Kuno hidup dalam ketidakteraturan, mereka saling 
menyerang tanpa aturan yang jelas, situasi tidak aman, yang kuat memangsa yang 
lemah (sianre bale). Akibat dari ketidakteraturan ini maka masyarakat sangat 
merindukan kedamaian. Saat masyarakat mengalami hal tersebut, Batara Guru 
hadir membawa ajaran kebenaran yang di sampaikan kepada To Ciung Maccae Ri 
Luwu yang menyangkut nilai-nilai seperti Adele’ (adil), Lempu’ (jujur) dan 
Getteng (teguh).  
Ajaran tersebut sangat didukung oleh situasi sehingga membuat ajaran dan 
segala kebijakan pada pemerintahan Batara Guru sangat efektif di masyarakat 
(Rahman, 2013:126-127). Sosok Batara Guru digambarkan oleh masyarakat amat 
dihormati karena disamping sebagai titisan manusia dewa, juga amat bijak dalam 
memerintah dan mempunyai tenaga kuat dan pemberani dalam melindungi 
penduduk dan hal ini yang diturunkan atau diwariskan secara turun-temurun 
kepada pemimpin masyarakat Bugis termasuk kepada To Ciung Maccae Ri Luwu 
yang dituangkan dalam simbol pedang, emas, payung, kerajaan dan perisai. 
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Banyak manuskrip tradisional (lontara‘), konsepsi kepemimpinan tradisional di 
Sulawesi Selatan diuraikan dengan cukup jelas.  
Paseng merupakan sebagian nasehat yang diucapkan To Ciung Maccae Ri 
Luwu (penasehat Datu Luwu, yang memiliki pengetahuan luas, utamanya dalam 
hal pemerintahan), sekitar abad ke 15, kepada La Manussa To Akkaranggeng, 
calon Datu Soppeng Sonrongpole sebelum menduduki tahta kerajaan di Soppeng, 
La Manussa diperintahkan oleh ayahnya untuk berguru pada To Ciung Maccae Ri 
Luwu mengenai ilmu dalam kepemimpinan (pemerintahan) (Rahman, 2013:131). 
Dalam  sejarah  disebutkan  bahwa  sebelum  La Manussa To Akkaranggeng (La 
Baso) dinobatkan menjadi Datu Soppeng, ia meminta waktu untuk pergi belajar 
konsep ketatanegaraan kepada To Ciung Maccae ri Luwu pada Abad XVI. Yang 
dimaksud dengan To Ciung Maccae ri Luwu yaitu La Menggu To Mennang. Pada 
masa pemerintahannya, beliau di bantu oleh La Menggu To mennang yang 
memangku jabatan sebagai Makkadangnge Tana ri Ware‘ (Opu Patunru). La 
Menggu To mennang inilah yang mengajukan usul kepada Pajung atau Datu agar 
dilakukan perubahan pada struktur Pakkatenni Ade’.  
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menambah kesempurnaan 
Pabbate’-bate’ (aparat).  Dalam organisasi pemerintahan Kerajaan Luwu sejak 
Pajung atau Datu Luwu sampai Pajung atau Datu terakhir (Andi Jemma) 
mengalami beberapa kali perubahan yang substansial. Perubahan ini terjadi 
pertama kali periode We Tenri Rawe, Pajung atau Datu XVI. 
Pada masa datu Tenri Rawe (1581-1611) dikenal seorang negarawan dan 
cendekiawan yang banyak memberikan perhatian terhadap kondisi kedatuan. Dia 
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beranama To Ciung. To Ciung banyak memberikan ide-ide atau buah fikiran atau 
pesan-pesan kepada kedatuan (pemerintahan) yang bertujuan untuk memelihara 
kelagsungan kerajaan sehingga kedatuan terhindar dari kehancuran (Syukur, 
2014:2). Berdasarkan buah fikiran dan pesan-pesan To Ciung maka lahirlah 
hukum dasar pemerintahan kedatuan Luwu yang berpihak kepada rakyat. Menurut 
To Ciung agar kerajaan dapat bertahan dan hidup terus maka kedatuan harus 
pandai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang telah menjadi 
kenyataan. Ide-ide dan pemikiran To Ciung sangat membantu pemerintahan pada 
Zaman Datu Tenri Rawe, karena itulah To ciung mendapat gelar “To Accana 
Luwu” (Cendekiawan Luwu). 
Adapun susunan organisasi pada masa pemerintahan We Tenri Rawe, 
Pajung atau Datu XIV, sebagai berikut :  
1. Pemimpin yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kedatuan Luwu 
yaitu Datu/Pajung dan Cenning. 
2. Pakkatenni Ade’ yang bertugas melaksanakan pemerintahan yang mempunyai 
personil 4 orang. 
3. Ade’ Asera yang terdiri atas 9 orang. 
La Menggu To Mennang telah melakukan penyempurnaan Pabbate-bate’ 
(aparat), oleh sebab itu La Menggu To Mennang diberi gelar penghormatan oleh 
Pajung (Datu) Luwu sebagai To Maccae ri Luwu. Penghargaan ini di berikan 
sebagai penghormatan atas keahlian yang dimilki dalam ketatanegaraan.  
Kemapuan La Menggu To Mennang sebagai seorang ahli ketatanegaraan ini 
memang telah memberikan warna lain bagi Kerajaan Luwu. Jasanya dalam 
20 
 
 
 
membangun konsep ketatanegaraan di Kerajaan Luwu dipandang sangat 
bermanfaat, bukan hanya di Kerajaan Luwu, tetapi juga kerajaan-kerajaan lain, 
utamanya yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat ketika seseorang 
bangsawan bernama La Baso To Akkarangeng menangguhkan pengangkatannya 
sebagai Datu di daerah Soppeng sebelum datang di Luwu untuk belajar kepada To 
Maccae ri Luwu. Setelah kembali dari Luwu menemui To Maccae ri Luwu 
barulah beliau bersedia dinobatkan sebagai Datu  Soppeng Sonrongpole, hal ini 
termuat dalam Lontara‘ (Nurhasanah, 2017:15). Adapun pesan To Maccae ri 
Luwu kepada La Baso To Akkarangeng kurang lebih sebagai berikut: Lima hal 
yang menyebabkan seorang raja tetap tenang dalam kerajaannya: 
1. Jujur terhadap dewata serta kepada sesamanya raja, terhadap negeri 
tetangganya, serta kepada rakyatnya. Ia juga jujur terhadap dirinya dan 
kepada isi rumahnya. Jujur pula ia kepada semua yang dilihat mata serta yang 
didengar telinga. Sebab, yang dikatakan sebenarnya jujur, hanyalah mereka 
yang jujur kepada semua yang tersebut. 
2. Apa saja yang hendak dilakukan oleh seorang raja atau mau ia katakan, 
dilihatnya yang ada di depannya dan ia memperkirakan apa yang ada di 
belakangnya. Dipertimbangkannya pula kepada para hakim dan kepada 
rakyatnya dan menanyai sikap jiwanya. Hal itu dia kerjakan atau ia katakan 
jika telah disepakati oleh mereka yang mengetahui nasehat yang berujung 
kebaikan. Sebab, keburukan yang baik adalah yang disepakati. Dan kebaikan 
yang buruk ialah yang tidak disepakati. Persahabatan yang baik ialah yang 
tidak saling menyesali dan tidak saling menggerutui. 
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3. Mudah ia membantu orang dalam suka dan duka menurut wajarnya. Mudah ia 
menyapa serta memberi nasehat menurut patutnya. Mudah ia memberi kepada 
hambanya (rakyatnya), serta sangat pengasih dan penyayang ia, lagi selalu 
memberi makan dan minum siang dan malam. Orang yang sungguh-sungguh 
pemurah, ialah mereka yang menyenangi perbuatan yang tersebut itu. 
4. Teguh pendiriannya. Artinya, ia tidak meninggalkan janji. Ia juga teguh 
memegang ikrar (antar negara) dan tidak akan mementahkan keputusan 
hakim. Ia teguh pada batas-batas yang sudah ditentukan, tidak melebih-
lebihkan perbuatannya, dan tidak menguranginya. Ia teguh juga untuk tidak 
melebih-lebihkan perkataannya, atau pun menguranginya. Ia juga tidak akan 
melebih-lebihkan penglihatannya daripada apa yang sudah dilihatnya. 
Demikian juga pendengarannya serta pengetahuannya daripada apa yang 
telah diketahuinya. Orang yang teguh memegang apa yang sudah disebutkan 
tadi, itulah orang yang sungguh-sungguh pendiriannya. 
5. Raja itu harus berani. Adapun orang yang berani, berani melakukan pekerjaan 
baik dalam kesulitan maupun dalam hal yang tidak sulit menurut patutnya. 
Berani ia mengucapkan perkataan yang keras maupun yang lemah lembut 
menurut wajarnya. Berani ia memutus perkara yang sulit maupun yang 
mudah sesuai dengan kebenaran. Berani ia mengingatkan serta menasehati 
para pembesar maupun kepada orang awam sesuai dengan kemampuannya. 
Berani juga ia berjanji dengan sesamanya raja atau negeri, baik menyangkut 
kebaikan maupun keburukan menurut wajarnya. Berani ia melihat yang luas 
maupun yang sempit, yang tinggi maupun yang rendah, yang besar maupun 
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yang kecil, yang menyenangkan maupun yang susah, sampai yang sepatutnya 
dilihat oleh mata. Berani ia mendengar perkataan yang jelek maupun yang 
baik, suara yang keras maupun yang lembut, jauh maupun dekat. Jika 
seseorang berani terhadap semua yang sudah disebutkan itu, ia itulah raja 
yang panjang umur dan banyak anak. Berkembang rakyatnya, berbiak 
ternaknya, subur pohon buah-buahannya. Padi selalu menjadi. Tidak ditimpa 
bencana negerinya. Tidak curiga raja tetangganya. Ia disegani oleh negeri 
tetangganya serta dipatuhi oleh rakyatnya. Raja yang seperti itu pulalah kaya 
dan selalu menang dalam perang. Bertambah terus kerajaannya. Bertambah 
juga kebesarannya. Dipuji oleh semua orang, tersohor barat, timur, utara dan 
selatan. Berita kebaikannya sampai kepada anak cucunya (Rahman, 
2013:134-136). 
Apa yang diungkapkan To Ciung tersebut, merupakan unsur penting yang 
harus dipegang oleh seorang pemimpin (raja) dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya. Bahkan secara keseluruhan, To Ciung melihat bahwa kebaikan sebuah 
negeri juga harus didukung oleh seluruh alat negara dalam lingkup pemerintahan. 
Sebab selain seorang pemimpin (raja), para alat negara (aparat pemerintahan) juga 
memiliki peran penting dalam membangun sebuah negara menjadi lebih baik. Apa 
yang diucapkan oleh To Ciung Maccae ri Luwu kepada La Manussa To 
Akkaranggeng, seperti yang termaktub di awal tulisan ini, dalam realitas sosial 
politik masyarakat Sulawesi Selatan telah memberikan sedikit gambaran betapa 
dialektika dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada masa 
lalu, utamanya dalam pengambilan keputusan oleh penguasa utamanya setelah 
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periode Galigo, berakhir pada keputusan orang banyak (rakyat). Suara rakyat 
dalam sistem politik masyarakat di Sulawesi Selatan merupakan penentu terakhir 
dari segala keputusan yang akan diambil oleh pemerintah (kerajaan). Suara rakyat 
menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dialektika politik di masyarakat 
Sulawesi Selatan (Nurhasanah, 2017:19). 
Pemikiran dan wasiat-wasiat To Ciung Maccae ri Luwu, cerdik cendekia 
dari tanah luwu. Untuk waktu yang lama telah menjadi pedoman kehidupan 
manusia dan masyarat di kerajaan luwu. Pemikiran bahkan berhembus jauh ke 
daerah daerah sekitarannya. Pemikiran maccae ri luwu seperti yng diturunkan 
kepada La Baso sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Pengetahuan maccae 
ri luwu mengenai keadaan manusia dan karakter manusia serta keadaan 
masyarakat luwu beseta karakter dan lingkungan sosialnya yang menyebabkan 
pemikiran itu menjadi relevan sebagai pegangan dalam pengetahuan negara dan 
masyarakat. Tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat dan segenap 
warga masyarakataa atau tujuan yang mengarah pada penciptaan kehidupan dan 
kesejahteraan dalam wasiat to ciung maccae ri luwu. Selain itu di dalam 
pemikiran to ciung maccae ri luwu juga sangat menganjurkan adanya persatuan 
dan tegaknya kesatuan hukum. 
Nilai-nilai yang menjadi landasan dan panutan sebagai bentuk warisan 
nilai dari sejarah Kerajaan Luwu (To Ciung Maccae ri Luwu). Adapun nilai-nilai 
yang di maksud adalah:  
 
 
24 
 
 
 
1. Adele’ (adil)  
Kata adil berasal dari bahasa Arab yang berarti tidak berat sebelah, jujur, 
tidak berpihak atau proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima 
hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang. Secara terminologi, 
adil bermakna suatu sikap yang bebas dar diskriminasi (ketidakjujuran). Dengan 
demikian, orang yang adil selalu  bersikap imparsial, suatu sikap yang tidak 
memihak kecuali kepada kebenaran. 
Adele’ (adil) yang dimaksud adalah tidak ada lagi perlakuan berbeda 
dalam memperlakukan orang lain atau sesamanya. Konsep keadilan yang 
diaktualisasikan di dalam konsep kepemimpinan raja-raja Luwu menurut 
pemikiran Maccae Ri Luwu sejak dahulu. 
Adapun kata Adele’ (adil) Seperti yang terkandung dalam Q.S. An-
Nisaa’/04: 135. 
 ْﺍُﻮﻨَﻣﺍَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬﱡَﻳﺄٓ َٰﻳ۞ َِﻭﺃ ۡﻢُﻜُِﺴﻔَﻧﺃ َٰٓﻰﻠَﻋ ۡﻮَﻟَﻭ ِ ﱠpِ َٓءَﺍﺪَﻬُﺷ ِﻂۡﺴِﻘۡﻟِﭑﺑ َﻦﻴِﻣ ٰﱠﻮَﻗ ْﺍُﻮﻧﻮُﻛ
 ٰٓﻯَﻮَﻬۡﻟٱ ْﺍُﻮﻌِﺒﱠ َﺘﺗ ََﻼﻓ ۖﺎَﻤِﻬِﺑ َٰﻰﻟَۡﻭﺃ ُ ﱠpَﭑﻓ ﺍٗﺮﻴَِﻘﻓ َۡﻭﺃ ﺎﻴِﻨَﻏ ۡﻦُﻜَﻳ ِﻥﺇ َۚﻦِﻴﺑَﺮَۡﻗۡﻷٱَﻭ ِﻦَۡﻳﺪِﻟ َٰﻮۡﻟٱ
 ُﺿِﺮُۡﻌﺗ َۡﻭﺃ ْﺍ ٓۥُﻮَۡﻠﺗ ﻥِﺇَﻭ ْۚﺍُﻮﻟِﺪَۡﻌﺗ َﻥﺃ  ﺍٗﺮﻴِﺒَﺧ َﻥُﻮﻠَﻤَۡﻌﺗ ﺎَﻤِﺑ َﻥﺎَﻛ َ ﱠpٱ ﱠِﻥَﺈﻓ ْﺍﻮ١٣٥ 
 
Terjemahnya:  
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun 
miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan”. (Q.S. An-Nisaa’/04:135). 
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2. Lempu’ (jujur)   
Lempu’ (jujur) merupakan salah satu paseng yang bisa bermakna 
kejujuran. Menurut Albert Hendra Wijaya, kejujuran jika diartikan secara baku 
adalah "mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai 
kenyataan dan kebenaran". Hal ini mengisyaratkan bahwa seseorang baru bisa 
dikatakan jujur apabila ia mampu untuk berkata sesuai dengan kenyataan. 
Seseorang yang berkata yang tidak sesuai dengan kenyataan merupakan orang 
yang tidak jujur yang dalam pandangan Islam bisa dikatakan sebagai orang 
munafik (Latif, 2012:103) 
Jujur adalah sikap yang menyatakan sesuai dengan sesungguhnya dan apa 
adanya, tidak ditambahai atau dikurangi. Adapun yang dimaksud dengan jujur 
menurut pemikiran Maccae ri Luwu sebagai tolak ukur daripada nilai lempu 
(jujur) tersebut, yaitu:   
a. Orang yang bersalah padanya dimaafkan 
b. Dia dipercaya dan tidak mengkhianati kepercayaan itu 
c. Tidak serakah atau tidak menginginkan yang bukan haknya 
d. Tidak dituntutnya suatu kebaikan, kalau hanya dia yang Menikmatinya, hanya 
untuk kepentingan pribadinya. 
Jujur mengandung arti yang sangat luas karena kejujuran itu sumbernya 
dari hati. Jujur merupakan kesesuaian antara hati, perkataan dan perilaku yang kita 
tampilkan. Jika diantara ketiganya ada yang tidak sesuai maka itu merupakan sifat 
yang sebaliknya yaitu bohong ataupun dusta. Berkata jujur dan berperilaku jujur 
itu sangat susah kita temui saat ini, banyak orang sudah menggunakan jurus 
26 
 
 
 
kebohongan untuk mencapai sesuatu yang ia inginkan. Misalnya dalam hal 
mengelola keuangan daerah dengan mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan 
yang semestinya. Padahal perilaku jujur akan menjadikan kita sebagai seseorang 
yang senantiasa di percaya oleh orang lain. Seperti yang dialami oleh Rasululah 
SAW sewaktu berada di mekkah beliau mendapat gelar al-amin (orang yang 
dipercaya) oleh bangsa Quraisy karena selalu memegang amanah yang diberikan 
kepadanya. Sifat jujur sudah seharusnya menjadi identitas orang islam  karena 
sifat jujur ini sudah banyak dicontohkan oleh rasulullah SAW yang dapat kita 
lihat melalui sejarah Rasulullah SAW. Adapun ayat-ayat di dalam Al-Qur’an yang 
menjelaskan tentang kejujuran yaitu diantaranya: 
a) Surah at-Taubah ayat 119 
  َﻦﻴِﻗِﺪ ٰﱠﺼﻟٱ َﻊَﻣ ْﺍُﻮﻧﻮُﻛَﻭ َ ﱠpٱ ْﺍُﻮﻘﱠﺗٱ ْﺍُﻮﻨَﻣﺍَء َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ ﺎَﻬﱡَﻳﺄٓ َٰﻳ١١٩  
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
kamu bersama orang-orang yang benar “(Q.S.At-Taubah: 119). 
Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertaqwa 
yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudia 
Allah memerintahkan agar bersama orang-orang yang benar. 
b) Surah An-Nahl Ayat 105 
 ِﺏ َﻥُﻮﻨِﻣُۡﺆﻳ َﻻ َﻦﻳِﺬﱠﻟٱ َﺏِﺬَﻜۡﻟٱ ﻱَِﺮﺘَۡﻔﻳ ﺎَﻤﱠﻧِﺇ  َﻥُﻮﺑِﺬ َٰﻜۡﻟٱ ُﻢُﻫ َِﻚﺌٓ َٰﻟُْﻭﺃَﻭ ِۖ ﱠpٱ ِﺖ َٰﻳﺍ١٠٥  
 
Terjemahnya: 
 “Sesungguhnya yang mengada adakan kebohongan hanyalah orang-orang 
yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah golongan 
orang-orang yang pendusta” (Q.S An. Nahl:105). 
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Orang yang beriman selalu mendasarkan tindakannya pada kebenaran dan 
menyerukan melaksanakan kebaikan yang dalam istilah agama disebut amar 
makruf, nahi munkar. Perintah untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah 
kemungkaran diprioritaskan pada diri sendiri dan lingkungan keluarga, kemudian 
kepada masyarakat umum (Jemmain, 2011:363). 
Lempu’ (Kejujuran), berarti juga ikhlas, benar, baik, atau adil. Sehingga 
kata-kata tersebut berlawanan dengan kata culas, curang, khianat, seleweng, 
buruk, tipu, aniaya dan semacamnya (Ahmad, 2011:100). Lempu’ memiliki 
beberapa indikator misalnya dapat dilihat dari nasehat Tociung seorang 
cendekiawan Luwu yang disampaikan kepada calon raja (datu) Soppeng. La 
Manussa’ Toakkarangeng, beliau menyatakan empat indikasi perbuatan jujur: 
“Eppa’I gau’na Lempu’e: risalaie naddampeng, riparennuangie 
temmaceko, bettuanna risanresi teppabbelang, 
temmangoangenngi Tania olona, tennaseng deceng rekko 
nassamarini pudecengi. 
Artinya :  
[Ada empat perbuatan yang disebut jujur, yakni memaafkan orang 
yang berbuat salah kepadanya, dipercaya lalu tak curang, 
disandari lalu tak berdusta, tidak serakah terhadap yang bukan 
haknya, tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya, 
baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama]. 
(Rahim, 1985:145). 
 
Perkataan jujur dalam konteks budaya luwu merupakan penilaian perilaku 
yang sangat terpuiji dan dihormati. Perkataan orang dahulu, bahwa jika orang 
harus merasa segan atau takut maka perasaan itu hanya patut diberikan kepada 
orang yang jujur. Memang kadang-kadang orang yang jujur tidak laku di dalam 
pasaran keadilan dan kebenaran, ada kalanya orang jujur tersingkir dalam 
penderitaan. Kata Karaenta Icinara mengingatkan pula: jangan jenuh dalam 
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penderitaan. Usahakan sekuatkuat daya menegakkan nilai kejujuran sebab orang 
jujur meskipun tenggelam akan timbul juga. 
3. Getteng (Teguh)   
Getteng adalah salah satu paseng yang bisa bermakna keteguhan, 
ketegasan serta kesetiaan pada keyakinan. Keteguhan hati adalah sifat penting 
seorang yang beriman. Orang beriman tidak pernah kehilangan keteguhan, 
ketegasan, serta kesetiaan pada keyakinan (Latif, 2012:105). 
Getteng atau keteguhan yang dimaksud disini selain berarti teguh, kata 
inipun dapat diartikan sebagai pendirian yang tetap atau setia pada keyakinan, 
atau kuat dan tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Nilai keteguhan 
ini terikat pada makna yang positif. Ini dinyatakan dalam pappaseng to maccae ri 
Luwu (To ciung), bahwa Eppa’I gau’na gettengnge iyanaritu  (empat perbuatan 
nilai keteguhan): 
a. Tessalaie janci (tak mengingkari janji) 
b. Tessorosi ulu ada’ (tak mengkhianati kesepakatan) 
c. Telluka anu pura, teppinra assituruseng (tak membatalkan keputusan, tak 
mengubah kesepakatan) 
d. Mabbicarai naparapi, mabbinru’I teppupi napaja (jika berbicara dan berbuat, 
tak berhenti sebelum rampung). 
Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang memiliki keteguhan, 
ketegasan, serta kesetiaan pada keyakinan dapat menghargai tiga hal yaitu harga 
diri yang tercermin dalam hal menghargai janji dan menghormati ikrar, keyakinan 
yang tercermin dalam watak yang tidak mau berubah pada keputusan yang telah 
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disepakati, serta tanggungjawab yang tercermin dalam konsistensi dalam 
meyelesaikan suatu urusan. 
Yang dimaksud dengan getteng meupakan suatu perilaku yang memegang 
teguh prinsip-prinsip yang telah dibuatnya dan  berlandaskan  pada  nilai-nilai  
kebenaran (tongeng). Selain itu, sesuai dengan pemikiran Maccae ri Luwu, ada 
beberapa bentuk perilaku yang dapat mengindikasikan seseorang itu memiliki 
sifat getteng (teguh), yakni:  
a. Tidak mengingkari janji dan tidak melangkahi (mengkhianati) perjanjian. 
b. Tidak mengurai barang jadi. 
c. Tidak mengubah keputusan. 
d. Ketika mengadili, nanti telah putus barulah berhenti. 
Prinsip Getteng yang berarti ketegasan atau keteguhan berpegang pada 
keyakinan yang benar. Nilai ini dapat ditelaah dari sikap yang ditunjukkan dewan 
adat kerajaan Luwu dalam Paupau Rikadong Arung Masala Ulike, dalam suatu 
dialog yang memberikan pilihan pada Datu Luwu. Dua pilihan itu berbentuk telur 
sebutir yang rusak ataukah telur yang banyak. Pilihan itu bermakna apakah Datu 
memilih mempertahankan kehadiran puteri tunggalnya yang berpenyakit kulit di 
dalam istana ataukah memilih kepentingan, keselamatan, dan ketentramanan 
rakyat banyak. Bilamana Datu memilih putrinya, jelas dewan adat akan 
meninggalkan Datu, atau menurunkan Datu dari tahtanya. Dewan adat melakukan 
hal itu sebagai pertanda ketegasan dan keteguhannya berpegang pada prinsip adat 
kerajaan yang diyakininya, yaitu prinsip pengayoman kepada rakyat. Datu Luwu 
yang juga berpegang pada prinsip adat kerajaan, memahami bahwa dirinya pun 
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harus menunjukkan sikap Getteng dengan melawan perasaan subjektifnya sebagai 
seorang ayah dengan memilih “telur yang banyak”. Hal itu berarti bahwa puteri 
raja harus ripali  (disingkirkan) dari kerajaan (Ahmad, 2011:101). Getteng atau 
teguh pada pendirian dalam Islam disebut sebagai “istiqamah” seorang yang 
istiqamah dianalogikan seperti batu karang di tengah-tengah lautan yang tidak 
bergeser sedikitpun walaupun dipukul oleh gelombang yang besar. 
C. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan proses kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa (Halim, 2006:27). Pengelolaan Keuangan 
Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. 
Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan desa. pengelolaan keuangan desa merupakan hal 
yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa, dimana untuk 
meningkatkan kinerja pemerintah desa salah satunya adalah dengan melakukan 
pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif 
serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pengelolaan keuangan daerah 
dapat dikelola dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka hal tersebut 
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dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah khususnya pada sektor 
pemenuhan pelayanan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. 
Adanya pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja suatu instansi 
pemerintah dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah 
dapat mendorong terwujudnya kinerja pemerintah daerah yang lebih berkualitas, 
bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Rulyanti, 2017:326). 
Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap 
kemajuan suatu daerah (Robert, 2017:135). Pengelolaan keuangan daerah yang 
dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for 
money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan akan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak 
hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal, tetapi juga harus 
didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai  Pengukuran kinerja 
keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai akuntabilitas dan 
kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan 
demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti 
daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan 
otonomi daerah (Sari, 2016:3). 
D. Budaya To Ciung Maccae ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 
Setiap deerah memiliki adat istiadat dan nilai budaya tersendiri, Nilai 
budaya merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip-
prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau 
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kelompok terhadap nilai budaya relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. 
Oleh sebab itu, nilai budaya dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu 
sendiri. Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap 
individu dalam melaksanakan aktifitas sosialnya selalu berdasarkan serta 
berpedoman kepada nilai-nilai atau sistem nilai yang ada dan hidup dalam 
masyarakat itu sendiri. Nilai yang di maksud adalah nilai To Ciung Maccae Ri 
Luwu yang ajarannya antara lain yaitu adele’ (adil), lempu’ (jujur) dan getteng 
(teguh). 
Penyelenggaraan pemerintahan (Pengelolaan Keuangan Daerah) 
penerapan nilai To Ciung Maccae Ri Luwu harus mampu ditunjukan oleh para 
pejabat berdasarkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh daerah. Pandangan tersebut 
bahwa dalam pemerintahan masih merupakan isu yang sangat vital, mengingat 
munculnya berbagai permasalahan dalam tata kelola pemerintahan cenderung 
diakibatkan dari kebobrokan dan rendahnya penerapan nilai-nilai seperti adele’ 
(adil), lempu’ (jujur), getteng (teguh). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang 
baik, organisasi perangkat daerah juga harus memiliki sumber daya manusia yang 
berkualitas, yang memiliki pemahaman dan mempunyai pengalaman di bidang 
keuangan (Septiawan, 2017:2). 
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan:  
“Keuangan daerah adalan semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penye-lenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. 
Sedangkan, “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan 
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kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 
daerah”. 
 
Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya 
guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi 
pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. 
Dilihat dari aspek masyarakat dengan adanya peningkatan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan 
masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi 
pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam 
menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. 
Adapun Tujuan dan Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 mengatakan tujuan dari 
pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:  
a. Tanggung Jawab (accountability) 
b. Mampu memenuhi kewajiban keuangan 
c. Kejujuran 
d. Hasil guna (efectiveness) dan daya guna (effiency) 
e. Pengendalian. 
 
E. Rerangka Pikir 
Luwu sebagai sebuah wilayah yang otonom (Kerajaan), sejak periode I 
Galigo hingga Lontara, telah berperan penting dalam membangun tatanan 
masyarakat di beberapa wilayah. Berbagai wilayah, utamanya di Sulawesi Selatan 
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bahkan kerap menghubungkan keturunannya atau keberadaan kerajaannya dengan 
Luwu. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa Luwu merupakan akar 
kebudayaan yang telah berintegrasi dalam wilayah kesadaran masyarakat 
pendukungnya.  
Disadari atau tidak, keagungan dan kearifan sejarah dan kebudayaan Luwu 
telah menjadi kekuatan tersendiri dalam menyerap dan mentransformasikan 
berbagai anasir kebudayaan dari luar yang kemudian berintegrasi dalam sebuah 
harmonisasi kebudayaan. Sejarah terlebih kebudayaan Luwu terus mengalami 
aliansi dari masyarakatnya sendiri. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya 
kecenderungan terjadinya proses politisasi sejarah dan kebudayaan. Hal ini 
tentunya juga akan menjadikan sejarah dan kebudayaan Luwu mengalami 
keterasingan dari pusat kesadaran masyarakat Luwu sendiri.  
Nilai-nilai budaya sebagai salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki 
oleh Kerajaan Luwu pada pelaksanaannya mengalami penurunan secara drastis 
akibat dilupakannya nilai-nilai yang seharusnya menjadi landasan dalam 
pemerintahan. Hal ini ditandai dengan lemahnya pemahaman masyarakat Luwu 
tentang budaya yang tentunya mengandung unsur-unsur nilai yang begitu 
berharga untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan bermasyrakat utamanya di 
bidang pemerintahan (aparatur). Oleh karena itu, pada penelitian kali ini, penulis 
mencoba mengangkat hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai yang dahulunya 
menjadi panutan dalam praktek kehidupan masyarakat, khususnya pada 
penyelenggaraan pemerintahan pada masa Kerajaan Luwu (To Ciung Maccae ri 
Luwu). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
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perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan 
pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan 
mengenai pengelolaan keuangan daerah. Kinerja aparatur pemerintah daerah harus 
lebih dimaksimalkan karena pemerintah sebagai pihak prinsipal harus 
memberikan pertanggung jawaban kepada agen dalam hal ini masyarakat. Alur 
penelitian ini, digambarkan rerangka pikir sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Rerangka Pikir 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teori Interaksi Simbolik 
Budaya To Ciung 
Maccae ri Luwu 
Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Getteng (Teguh)   Lempu’ (jujur) Adele’ (adil) 
Sumber dari peneliti. 
 
 
36 
 
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Secara umum penelitian di artikan sebagai suatu proses pengumpulan dan 
analisis data yang dilakukan secara sistematis dan analogis untuk mencapai 
tujuan-tujuan tertentu. Emzir (2007:28) mengemukakan ada beberapa jenis 
pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan 
kualitatif. Dimana, pendekatan kuantitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang 
secara primer menggunakan pradigma postpositivist (seperti pemikiran tentang 
sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik, 
menggunakan pengukuran dan observasi, serta pengujian teori) dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan strategi seperti eksperimen dan 
survei yang memerlukan data statistika. Sedangkan, pendekatan kualitatif yaitu 
pendekatan yang secara primer menggunakan pradigma pengetahuan berdasarkan 
pandangan konstruktivist (pengalaman individu atau pandangan advokasi). Ada 
tiga strategi yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu penelitian ethnografi , 
penelitian grounded theory (teori dasar) dan penelitian tindakan (action research). 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Meleong (1996:106) 
mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang 
bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah 
dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara 
peneliti dengan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif peneliti 
sebagai sumber instrument yakni sebagai pengumpul data secara langsung. Data 
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yang diteliti dapat mengalir apa adanya (alamiah) tanpa adanya setting. Oleh 
karena itu dalam penelitian kualitatif dapat diperlukan informan. Antara informan 
dan peneliti memiliki hubungan yang sangat erat, karena tanpa informan penulis 
tak akan banyak mendapatkan informasi yang mengalir masuk khususnya dalam 
mendapatkan data yang akurat dan terpercaya. 
Berdasarkan sejarah sosial, pendekatan kualitatif dibangun berdasarkan 
tradisi pemikiran jerman yang lebih banyak mengadopsi pemikiran filsafat Plato 
yang humaris. Sebagaimana diketahui bahwa pandangan Pluto terhadap manusia 
lebih banyak menempatkan manusia sebagai makhluk yang humanistis daripada 
manusia sebagai homo sapiens. Karena itu Pluto memandang manusia sebagai 
manusia, bahkan Pluto terlebih melihat manusia dipengaruhi oleh rasionya, karena 
itu manusia memilki idealisme (Bungin, 2007:3). Penelitian kualitatif adalah 
peneliti yang memilki tingkat kritisme yang lebih dalam semua proses penelitian. 
Kekuatan kritisme peneliti menjadi senjata uttama menjalankan semua proses 
penelitian. Pandangan-pandangan Kant bahwa kritisme adalaha buah kerja rasio 
dan empiris seseorang, akan sangat membantu peneliti kualitatif membuka seluas-
luasnya medan misteri, dengan demikian filsafat kritisme menjadi dasar yang kuat 
dalam seluruh proses penelitian kualitatif (Bungin, 2007:5). 
Berdasarkan tujuan yang ada, penelitian ini merupakan penelitian yang 
menggunakan paradigma kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai 
masalah-masalah dalam ke hidupan sosial berdasarkan kondisi realitas. Adanya 
sistem desentralisasi fiskal menuntut aparatur pemerintah daerah untuk memiliki 
kejujuran dan bersikap adil dalam melaksanakan tugasnya, berpendirian teguh 
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dalam kebenaran, hal ini sesuai dengan budaya yang diajarkan To Ciung Maccae 
ri Luwu yaitu Adele’ (adil), Lempu’ (Jujur), dan Gatteng (Teguh). Adapun lokasi 
penelitian ini adalah di badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Ada bebrapa jenis pradigma dalam penilitian kualitatif yaitu: 
1. Pradigma positif atau juga disebut sebagai pradigma fingsionalis 
(mainstream) oleh Henry Sain Simon. Pradigma positif bertujuan untuk 
menjelaskan dan memperediksi suatu kejadian. Oleh karena itu, pradigma ini 
bertumpu pasa hubungan mekanistis (sebab-akibat) yang sangat kental 
keilmiahan dimahkotai dengan objektifitas. 
2. Pradigma interpretif oleh Max Weber, berasal dari filsafat jerman yang 
menitikberatkan pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam 
ilmu sosial. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subyektif dan dunia 
sosial dan berusaha memahaminya dari kerangka berfikir objek yang sedang 
dipelajarinya. Jadi fokusnya pada arti individu dan presepsi manusia terhadap 
realitas dan bukan pada realitas independen yang berada diluar mereka. 
Pendekatan interpretif berasal dari tradisi fenomenologi dan ethnografi yang 
memfokuskan pada observasi mendalam terhadap situasi tertentu dengan 
harapan mendapatkan pemahaman mendalam (Ghozali, 2004:16). 
3. Pradigma kritis oleh Max Horkheimer tahun 1895-1973. Pradigma kritis pada 
dasarnya adalah pradigma ilmu pengetahuan yang meletakkan epistemologi 
kritik Marxisme dalam seluru metodologi penelitiannya. Fakta menyatakan 
bahwa pradigma kritis yang diinspirasikan dari teori kritis tidak bisa 
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melepaskan diri dari warisan Marxisme dalam seluruh filosofi 
pengetahuannya. Teori kritis pada suatu pihak merupakan salah satu aliran 
ilmu sosial yang berbasis pada ide-ide Karl Marx dan Engels (Denzin, 
2000:279-280). 
4. Pradigma postmodern oleh Jean Fracois Lyotard tahun 1924. Secara 
etimologis postmodern terdiri atas dua kata, post dan modern. Dalam kamus 
bahasa Inggris (Wijowasito, 1980:154) kata “post” di artikan dengan 
“setelah”. Modern sendiri berasal dari kata latin “Modo” yaitu “baru saja” 
(Alwasilah, 2008:121). Apabila kedua kata itu disandingkan berarti 
kelanjutan atau melampaui, akibat dari, setelah, pasca, pengembangan, 
penolakan modern. Suseno (2005:102) mengatakan bahwa postmodern juga 
mengandung arti sebagai koreksi terhadap modern itu sendiri yang berusaha 
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di zaman modern. 
5. Pradigma spiritual oleh Danah Zohar dan Ian Marshall, proses interaksi 
manusia dengan Tuahannya untuk mempertahankan kondisi kontinuitas 
perilaku yang adaptif terhadap hukum-hukum keagamaan secara utuh. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan etnografi. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku-perilaku 
manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dalam setting 
sosial dan budaya tertentu. Metode penelitian etnografi dianggap mampu 
menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas. Dengan 
teknik “observatory participant”, etnografi menjadi sebuah metode penelitian 
yang unik karena mengharuskan partisipasi peneliti secara langsung dalam sebuah 
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masyarakat atau komunitas sosial tertentu. Metode etnografi telah membuktikan 
bahwa sebagai metode penelitian kualitatif, ia mampu melaklukan analisis yang 
lebih mendalam serta menyajikan refleksi kritis secara detil dalam lingkup mikro 
sebuah kehidupan manusia. 
Istilah Etnografi sebenarnya merupakan istilah antropologi. Etnografi yang 
kemudian diartikan sebagai deskripsi tenatang bangsa-bangsa berasal dari kata 
ethnos dan graphein. Ethnos berarti bangsa atau suku bangsa, sedangkan graphein 
adalah tulisan atau uraian. Roger (1989: 250) mendefinisikannya sebagai 
pembuatan dokumentasi dan analisis budaya tertentu dengan mengadakan 
penelitian lapangan. Artinya, dalam mendeskripsikan suatu kebudayaan seoarang 
etnografer (peneliti etnografi) juga menganalisis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa 
etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analisis suatu kebudayaan 
kelompok, masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam 
kurun waktu yang sama. 
Bila didalam antropologi sebagai pengamatan empirik dan 
mengklasifikasikan kasar, maka etnografi ini menarik ketika digunakan oleh ilmu-
ilmu lain, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik, ketika hendak mencermati 
persoalan-persoalan yang tampak “kecil” dalam konteks yang lebih luas. 
Ringkasanya, bila seoarang peneliti ingin mencermati fenomena secara holistik 
(menyeluruh), sebagaimana ciri khas antropologi, misalnya seorang ekonomi 
ingin melihat sektor informal, tidak saja dari sisi ekonomi makro (nasional), tetapi 
juaga peranan kekerabatan dalam usaha tersebut (Bungin, 2015:181). 
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Penelitian ini ingin menanggapi, meneliti atau memberikan penilaian atau 
solusi untuk setiap permasalahan terhadap berbagai situasi dan kondisi yang ada 
pada objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada dengan metode etnografi. 
Jadi, penelitian ini adalah penelitian yang akan menjelaskan dan menggambarkan 
bagaimana makna budaya to ciung maccae ri luwu dalam pengelolaan keuangan 
daerah di Kabupaten Luwu. 
 
C. Subjek Penelitian  
Istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. 
Penentuan informan dilakukan dengan memilih informan yang dianggap memiliki 
pengetahuan yang memadai terhadap objek penelitian untuk tujuan tertentu. 
Informan yang dipilih adalah informan yang mempunyai pengalaman dan 
pengetahuan tentang pengelolaan keungan daerah pada BPKD Kab. Luwu. 
D. Sumber Data Penelitian  
Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Sumber Primer  
Sumber data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data 
yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 
permasalahan yang diteliti. Selanjutnya data yang menjadi sumber primer 
dalam penulisan ini adalah melakukan wawancara dengan orang-orang yang 
terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKD Kab. Luwu. 
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2. Sumber Sekunder  
Sumber data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung 
oleh peneliti, akan tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Dalam 
penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa dokumen 
atau laporan terkait pengelolaan keuangan daerah, serta beberapa artikel yang 
terkait. 
 
E. Metode Pengumpulan Data  
Tahap  memperoleh data dan memahami berbagai sumber data menurut 
Sutopo (2002:49) adalah bagian yang sangat vital bagi peneliti karena ketepatan 
dan kekayaan atau informasi yang diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian 
kualitatif adalah kata-kata, tindakan dan selebihnya adalah data tambahan seperti 
dokumen lainnya. Untuk memperoleh data, peneliti ikut membaur dengan objek 
karena kualitas yang dihasilkan sangat tergantung dengan interaksi peneliti 
dengan objek penelitian. Dengan demikian peneliti menjaga “jarak pandang” 
dengan objek amatan sehingga berjalan sealamiah mungkin.  
Khusus untuk penelitian ethnografi, terdapat prinsip yang menegaskan 
bahwa ethnografer (peneliti ethnografi) tidak hanya sekedar mempertimbangkan 
kepentingan informan namun ethnografer mempunyai tanggung jawab untuk 
melindungi hak-hak, kepentingan, dan bahkan sensitivitas informan. 
F. Instrumen Penelitian  
Instrument penelitian diartikan sebagai seperangkat alat yang digunakan 
untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat 
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tersebut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa perekam suara, kamera, 
dan alat tulis. Selanjutnya draft wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk 
narasumber dan draft hasil wawancara untuk mengabadikan keterangan atau 
informasi yang diperoleh. Selain itu juga, penelitian ini dilakukan dengan 
mengunduh data yang dibutuhkan demi memperoleh kelengkapan informasi. 
G. Tahapan Penelitian dan Analisis Data  
Secara garis besar prosedur penelitian yang akan dilakukan pada penelitian 
ini sesuai dengan prosedur penelitian yang mengadopsi pendekatan etnografis 
yaitu sebagai berikut:   
1. Memilih situs penelitian 
Hal terpenting pertama yang harus dilakukan oleh seorang ethnografer adalah 
menentukan lingkup studi. 
2. Menetapkan Informan 
Informan yang baik adalah informan yang terlibat langsung serta mengetahui 
secara baik tentang hal yang akan dikaji. Informan yang dipilih dalam 
penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap dapat bercerita secara 
mudah, serta paham terhadap informasi yang dibutuhkan. 
3. Melakukan Wawancara terhadap Informan 
Ada beberapa etika yang harus dipatuhi pewawancara, antara lain 
mempertimbangkan kepentingan informan terlebih dahulu, menyampaikan 
tujuan penelitian, melindungi privasi informan, dan jangan mengeksploitasi 
informan. 
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4. Membuat Catatan Etnografis 
Sebuah catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, 
artefak dan benda lain yang mendokumentasikan suasana budaya yang 
dipelajari. 
5. Mengajukan Pertanyaan Deskriptif  
Pertanyaan deskriptif merupakan pertanyaan yang membutuhkan jawaban 
penjelas. 
6. Melakukan Analisis Wawancara Etnografis  
Analisis wawancara etnografis yaitu menggaris bawahi semua istilah asli 
informan yang telah diperoleh untuk mempertinggi peranannya dalam 
mengetahui tentang obyek budaya yang diteliti. Analisis ini dikaitkan dengan 
simbol dan makna yang disampaikan informan. 
7. Membuat Analisis Domain  
Peneliti membuat istilah pencakup dari apa yang dinyatakan informan. Istilah 
tersebut seharusnya memiliki hubungan semantis yang jelas. 
8. Mengajukan Pertanyaan Struktural  
Pertanyaan struktural merupakan pertanyaan yang disesuaikan dengan 
informan. Pertanyaan struktural bertujuan mengetahui bagaimana informan 
mengorganisir pengetahuan mereka. 
9. Melakukan Analisis Taksonomi  
Analisis taksonomi memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat 
berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran 
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penelitian. Analisis taksonomik dilakukan untuk membuat kategori dari 
simbol-simbol budaya yang ada pada kebudayaan yang diteliti. 
10. Menulis Etnografi  
Peneliti kemudian memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari 
temuannya yang diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan. 
 
H. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif 
menggunakan validityas interbal (credibility) pada aspek nilai kebenaran, pada 
penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (transferability), dan realibilitas 
(dependability) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (confirmability) pada 
aspek naturalis. Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan 
pada data yang diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil 
penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan 
sebuah penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan dua pengujian 
yang sesuai, yaitu uji creadibility (validitas internal), transferability (validitas 
eksternal). 
1. Validitas Interbal (Credibility) 
Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 
(validityas interbal) terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji 
kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian 
kredibilitas dilakukan dengan perpanjangan  pengamatan,  peningkatan  ketekunan  
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dalam  penelitian, triangulasi,  diskusi  dengan  teman  sejawat,  analisis  kasus  
negatif, dan membercheck. 
a. Perpanjangan Pengamatan, hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara 
peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang 
disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, 
perpanjangan pengamatan dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan 
kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat 
diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.  
b. Meningkatkan Ketekunan, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan 
merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. 
Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Oleh 
karena itu, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis 
tentang apa yang diamati. 
c. Triangulasi, merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah 
informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembanding 
terhadap data yang telah ada. 
1) Triangulasi Sumber, yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan 
cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data 
yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai 
dengan apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Peneliti akan 
melakukan pemilahan data yang sama dan data yang berbeda untuk 
dianalisis lebih lanjut. 
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2) Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya 
dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan dan ditetapkan atas 
objek penelitian sehingga memperoleh gambaran atau temuan. Selain itu, 
triangulasi teori dapat  meningkatkan  kedalaman  pemahaman  asalkan  
peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas 
hasil analisis data yang telah diperoleh. 
3) Triangulasi data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui 
sumber data utama, peneliti bisa menggunakan sumber data pendukung 
lainnya. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data 
yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) 
yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan 
itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran 
handal. 
d. Menggunakan Bahan Referensi. Bahan referensi adalah pendukung untuk 
membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan yang dimaksud 
dapat berupa alat perekam suara, kamera, handycam dan lain sebagainya yang 
dapat digunakan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Bahan referensi 
yang dimaksud ini sangat mendukung kredibilitas data. 
e. Diskusi yang dilakukan dengan orang yang kompeten pada bidangnya dan 
mampu memberikan masukan ataupun sanggahan sehingga memperoleh 
kemantapan terhadap hasil penelitian.Teknik ini digunakan agar peneliti dapat 
48 
 
 
 
mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan 
awal yang baik untuk memulai menjejaki dan mendiskusikan hasil penelitian 
dengan orang yang dianggap kompeten. 
2. Validitas Eksternal (Transferability) 
Nilai yang diperoleh dalam temuan penelitian kualitatif tidak bersifat 
universal tetapi dapat diterapkan apabila memiliki konteks dan situasi yang mirip 
dengan objek penelitian. Untuk mengetahui hal tersebut, maka pengujian 
transferability perlu dilakukan guna memberikan uraian yang rinci, jelas dan 
sistematis, dan dapat dipercaya oleh pembaca mengenai hasil penelitian. Dengan 
demikian, generalisasi dapat dihindari oleh pembaca karena telah memahami 
seluk beluk data yang diperoleh dalam penelitian. Pembaca akan bijak untuk 
menerapkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan konteks dan situasi yang 
identik dengan penelitian yang dimaksud. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM BPKD 
 
A. Kondisi Umum BPKD 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kedudukan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu adalah pelaksana bidang pengelolaan 
keuangan dan aset daerah yang menyangkut bidang anggaran, Perbendaharaan, 
Akuntansi dan Aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan sekaligus 
sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan melaksanakan fungsi 
selaku Bendahara Umum Daerah.  
 
B. Tugas Pokok dan Fungsi BPKD. 
Tugas pokok dan fungsi BPKD Kab. Luwu di jabarkan dalam Peraturan 
Bupati Nomor 127 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dengan uraian sebagai berikut : 
a. Tugas Pokok 
Adapun tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu: 
1) Tugas Pokok Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten 
Luwu adalah: 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok 
membantu Bupati merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, 
menyelenggarakan, membina, mengarahkan,  mengevaluasi serta melaporkan  
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pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan 
keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dalam 
melaksanakan tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
menyelenggarakan fungsi: 
a) Perumusan penyusunan program kegiatan badan pengelolaan keuangan 
daerahs ebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
c) Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan 
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
d) Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk 
menghindari kesalahan. 
e) Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
2) Tugas Pokok Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah: 
Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan 
mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada kepala 
badan dan seluruh satuan kerja lingkup badan yang yang meliputi urusan program 
dan keuangan serta administrasi umum, kepegawaian dan hukum, dalam 
melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a) Perumusan penyusunan program kegiatan badan pengelolaan keuangan 
daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
b) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
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c) Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan 
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
d) Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk 
menghindari kesalahan. 
e) Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 
3) Tugas pokok Bidang Anggaran 
Kepala bidang anggaran dipimpin   oleh   seorang  kepala bidang  yang     
berada   di bawah   dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris 
mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di 
bidang anggaran yang meliputi penyusunan dan pengesahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengendalian dan pelaksanaan 
Anggaran Belanja Daerah dan pengendalian, pelaksanaan, pembiayaan dan 
anggaran transfer daerah, dalam melaksanakan tugas kepala bidang anggaran  
menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan rencana kegiatan bidang anggaran sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
b) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
c) Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk 
menghindari kesalahan. 
d) Kegiatan mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya. 
e) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dana anggaran transfer daerah. 
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4) Tugas Pokok Bidang Perbendaharaan 
Kepala bidang perbendaharaan dipimpin   oleh   seorang  kepala bidang  
yang     berada   di bawah   dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui 
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi 
penyelenggaran urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di 
bidang perbendaharaan, dalam melaksanakan tugas kepala bidang perbendaharaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan rencana kegiatan bidang perbendaharaan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas. 
b) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 
c) Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan 
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 
d) Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk 
menghindari kesalahan. 
e) Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan  program, kegiatan dan 
anggaran bidang pengelola perbendaharaan daerah sebagai acuan 
pelaksanaan tugas. 
5) Tugas Pokok Bidang Akuntansi 
Kepala bidang akuntansi di pimpin   oleh   seorang  kepala bidang  yang     
berada   di bawah   dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui Sekretaris 
mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di 
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bidang akuntansi, dalam melaksanakan tugas kepala bidang akuntansi 
menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan rencana kegiatan bidang akuntansi sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
b) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 
c) Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan 
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 
d) Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk 
menghindari kesalahan. 
e) Pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan dan 
pengeluaran kas daerah. 
6) Tugas Pokok Bidang Aset 
Kepala bidang aset dipimpin   oleh   seorang  kepala bidang    yang     
berada   di bawah   dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris 
mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan operasionalisasi 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di 
bidang aset yang meliputi perencanaan dan pengadaan, penatausahaan dan 
pemeliharaan serta pemanfaatan dan  penghapusan, dalam melaksanakan tugas 
kepala bidang aset menyelenggarakan fungsi: 
a) Penyusunan rencana kegiatan bidang aset sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
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b) Pendistribusian tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 
c) Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanan tugas dan 
kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancer. 
d) Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk 
menghindari kesalahan. 
e) Pengkordinasian dalam penelitian dan penyiapan bahan pertimbangan 
persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah 
(BMD). 
b. Fungsi 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, maka di dalam melaksanakan 
fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu 
mempunyai fungsi yaitu: 
1. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah. 
2. Penyelenggaraan kebijakan program dan keuangan serta administrasi 
umum, kepegawaian dan hukum. 
3. Penyelenggaraan program atau kegiatan bidang. 
 
C. Struktur Organisasi BPKD 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu dipimpin oleh seorang Kepala 
Badan yang membawahi: 
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a. Sekretaris, yang terdiri atas: 
1) Kepala Sub Bagian Program 
2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 
3) Kepala Sub Bagian Keuangan 
b. Kepala Bidang Anggaran, yang terdiri dari: 
1) Kepala Sub Bidang Penyusunan dan Pengesahan APBD  
2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran 
Belanja Daerah 
3) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Pembiayaan dan 
Anggaran Transfer Daerah  
c. Kepala Bidang Perbendaharaan, yang terdiri dari: 
1) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Pelaporan Pajak 
2) Kepala Sub Bidang Perendaharaan Belanja Tidak Langsung dan 
Pembiayaan Daerah 
3) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan dan Belanja Langsung  
d. Kepala Bidang Akuntansi, yang terdiri dari: 
1) Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerima  
2) Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran 
3) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
e. Kepala Bidang Aset, yang terdiri dari:  
1) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan BMD 
2) Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan BMD 
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3) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan dan 
Pemindahtanganan BMD.     
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GAMBAR 2.2 
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPKD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber:Data BPKD Luwu  
KEPALA BADAN 
Rahimullah, SE 
SUB BAG. UMUM & KEPEG 
Hj. Andi Kartini, BA 
SUB BAG. KEUANGAN 
Yunalis Yustin Sisong, B.Sc 
SUB BAG. PROGRAM 
Wahyuni Zain, SE 
SEKRETARIS 
Muhammad Subhan, AP, M.Si 
BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN 
Drs. H. Alimuddin, M.Si 
BIDANG PENGELOLAAN ASET 
Askar, SE 
BIDANG PERBENDAHARAAN 
Asmilah Amir, SE 
BIDANG ANGGARAN 
Kasmuddin.S. IP, M.Si 
SUB BID. ANGGARAN 
 
SUB BID. PENGENDALIAN 
 
SUB BID. PENGEL & PNT. 
USAHAAN 
 
SUB BID. VERIFIKASI & 
PENGUJIAN 
SUB BID. INVENTARIS & 
PENGHAPUSAN BID. ASSET 
 
SUB BID. INFORMASI & 
PELAPORAN 
 
SUB BID. AKUNTANSI 
 
SUB BID. ANALISIS KEBUTUHAN & 
PEMELIHARAAN 
 
Ka. UPT Luwu 
 
TU. UPT. Luwu 
58 
 
 
 
D. Susunan Kepegawaian 
Sumber Daya Manusia (Pegawai) merupakan unsur penting dalam 
mendukung kelancaran dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Adapun 
komposisi pegawai Lingkup BPKD Kabupaten Luwu digambarkan  pada tabel 
berikut: 
Tabel 2.1 
Komposisi Pegawai BPKD Kabupaten Luwu berdasarkan Golongan 
 
No. Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah  
1. 
2. 
3. 
4. 
Golongan IV 
Golongan III 
Golongan II 
Golngan I 
5 
11 
5 
1 
- 
32 
9 
- 
5 
43 
14 
1 
  22 41 63 
 Sumber: Data BPKD Luwu 
Tabel 2.2 
Komposisi Pegawai BPKD Kabupaten Luwu berdasarkan Pendidikan 
 
No. Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Master (S2) 
Sarjana (S1) 
D III 
SLTA 
SLTP 
SD 
4 
13 
- 
4 
1 
- 
- 
29 
2 
10 
- 
- 
4 
42 
2 
14 
1 
0 
  22 41 63 
Sumber: Data BPKD Luwu 
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E.  Visi BPKD 
Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Luwu adalah 
“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib, Efisien, 
Transparan, Akuntabel dan Auditabel dalam mendukung Kabupaten Luwu 
yang Maju, Mandiri dan Berdaya saing”. 
 
F. Misi BPKD 
Dalam rangka mewujudkn visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Luwu, maka Misinya adalah sebagai berikut: 
a. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah. 
b. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah. 
c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang Berpedoman pada Standar 
Operasional Prosedur (SOP) yang didukung dengan Teknologi. 
d. Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja. 
e. Meningkatkan Kapasitas dan Kompotensi Aparatur. 
 
G. Tujuan dan Sasaran BPKD 
Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang 
dirumuskan bersifat spesifik, realistis dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan 
dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, adapun tujuan dan sasaran BPKD 
Kabupaten Luwu adalah meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah 
dengan indikator sasaran yaitu menyediakan sistem perangkat lunak dan 
ketersediaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 
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BAB V 
TAHAPAN ETNOGRAFI 
A. Kesan Pertama Sang Etnografer dalam penelusuran Makna Budaya To 
Ciung Maccae Ri Luwu 
Berbekal sepucuk surat yang di berikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam etnografer melangkahkan kaki menuju kantor penelitian yaitu Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. Etnografer mengantarkan surat 
permohonan izin penelitian di BPKD Kabupaten Luwu. Suasana pagi yang di 
iringi hujan rintik-rintik ethnografer tetap bergegas menuju lokasi penelitian. 
Etnografer menuju lokasi penelitian dengan menaiki sebuah motor di temani oleh 
saudara etnografer, sesampainya etnografer di lokasi penelitian yakni BPKD 
Kabupaten Luwu dengan cuaca masih dalam keadaan hujan etnografer masuk ke 
kantor BPKD untuk membawa surat permohonan izin penelitian.  
Tanpa satupun pegawai di kantor tersebut yang etnografer kenal, 
etnografer langsung masuk dengan tak lupa mengetuk pintu dan mengucapkan 
salam “Assalamu alaikum” etnografer masuk di dalam ruangan, setelah itu ada 
salah satu dari delapan pegawai yang ada di dalam ruangan tersebut melihat ke 
arah etnografer, etnografer menghampiri pegawai BPKD tersebut lalu etnografer 
mengutarakan maksud dan tujuan etnografer datang di kantornya, dengan keadaan 
beberapa pegawai sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya masing-masing sambil 
mengetik di komputer, beberapa juga terlihat sedang menulis dan sebagian ada 
yang sedang membaca surat kabar. Etnografer memberikan surat penelitian 
kepada salah satu pegawai tersebut lalu pegawai tersebut membawa surat 
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penelitian etnografer ke salah satu ruangan dan ruangan tersebut adalah ruangan 
bagian umum dari BPKD Kab.Luwu. 
Tidak lama kemudian etnografer di panggil ke ruangan kepala bidang 
akuntansi mengetuk pintu dan mengucapkan salam “Assalamualaikum” lalu 
berdirilah 1 orang laki-laki yang memakai baju dinas coklat dan 2 orang 
perempuan dan menjawab “walaikumsalam, masukki dek, duduk ki” etnografer 
masuk lalu duduk, dalam ruangan tersebut terdapat 2 AC dan terpajang jam 
dinding, juga tergantung horden ruangan tersebut yang berwarna kuning, di dalam 
ruangan ada beberapa meja yang di atasnya tersusun rapi beberapa berkas, juga 
terdapat lemari pendingin, kaca (untuk bercermin), dan juga terdapat kipas angin. 
 
B. Menemukan Domain, Taksonomi, Komponen dan Tema Budaya dalam 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu 
Setelah beberapa hari, pekan bahkan bulan yang telah dilalui etnografer di 
lokasi penelitian tentu telah banyak pengalaman yang didapatkan dalam 
berpartisipasi dalam berbagai rangkaian kegiatan. Apa yang telah didengar dan 
dilihat etnografer dianggap cukup sebagai rangkuman untuk menarik kesimpulan 
mengenai budaya yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten 
Luwu. Etnografer mencari dan merumuskan hasil dari pembahasan tersebut untuk 
menentukan tema-tema yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. 
Langkah awal yang dilakukan oleh etnografer adalah melakukan 
pengamatan atau observasi dengan berpartisipasi langsung dalam berbagai 
kegiatan. Selain itu, wawancara dengan beberapa informan juga senantiasa 
dilakukan untuk memudahkan dalam menentukan tema-tema budaya. Berdasarkan 
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observasi dan wawancara yang telah dilakukan kemudian beberapa analisis 
diantaranya, analisis domain, analisis taksonomi dan analisis komponen. Setelah 
melalui ketiga tahap analisis tersebut, etnografer kemudian melakukan analisis 
untuk menentukan tema.  
a. Tahapan Analisis Domain 
Analisis domain yang dipaparkan di bawah ini merupakan analisis yang 
dilakukan selama proses penulisan. Sembari melakukan penelitian dengan 
berpartisipasi langsung dalam berbagai rangkaian kegiatan, proses analisis domain 
juga berlangsung secara natural. Hal ini dilakukan untuk mencari beberapa 
kalimat yang seringkali muncul dan berkaitan dengan latar belakang dan rumusan 
masalah dalam penelitian.  Berikut adalah tabel analisis domain yang dilakukan 
dalam proses penelitian: 
Tabel  2.3 
 Analisis Domain 
No   Analisis Domain Hubungan Semantik 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
Pengelola Keuangan 
Kepala Badan 
Sekretaris Badan 
Kepala Bidang Anggaran 
Kepala Bidang Akuntansi 
Kepala Bidang Asset 
Kepala Bidang Perbendaharaan 
Partisipan 
Pemerintah 
Staf 
BPK 
Pengguna informasi Keuangan 
Daerah 
Masyarakat  
Pemerintahan daerah 
Pemerintahan pusat 
Pendapatan daerah 
Alokasi Dana  
Pengelola Keuangan 
 -Kepala Badan 
 -Sekretaris Badan 
 -Kepala Bidang Anggaran 
 -Kepala Bidang Akuntansi 
 -Kepala Bidang Asset 
 -Kepala Bidang Perbendaharaan 
Partisipan 
-Pemerintah 
-Staf 
-BPK 
Pengguna informasi Keuangan 
Daerah 
-Masyarakat  
-Pemerintahan daerah 
-Pemerintahan pusat 
Pendapatan daerah 
-Alokasi Dana  
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Sumber: Data diolah, 2018 
Jika dilihat dari tabel analisis di atas terdapat 44 kata yang sering muncul 
berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan etnografer.  Setelah 
beberapa domain tersebut ditentukan, etnografer kemudian menetukan hubungan 
semantik. Beberapa kata yang saling barhubungan memudahkan etnografer untuk 
mengelompokkan dalam 9 hubungan semantik yang ditemukan di antaranya 
sebagai berikut: 
1) Pengelola keuangan 
2) Partisipan 
3) Pengguna informasi keuangan 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
Dana Daerah 
Hasil Usaha  
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Siklus pengelolaan keuangan daerah 
Perencanaan  
Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Pelaporan 
Pertanggungjawaban 
Laporan Keuangan Daerah 
Anggaran 
Buku Kas 
Opini 
Pengelolaan yang baik 
Transparan 
Sesuai aturan 
Interaksi  
Pelayanan  
Respon baik 
Saling menghargai 
Keakraban 
Ramah 
Makna To Ciung Maccae Ri Luwu 
Adil 
Jujur 
Konsisten 
-Dana  
-Hasil Usaha  
-Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
Siklus pengelolaan keuangan 
daerah 
-Perencanaan  
-Pelaksanaan 
-Penatausahaan 
-Pelaporan 
-Pertanggungjawaban 
Laporan Keuangan Daerah 
-Anggaran 
-Buku Kas 
-Opini  
Pengelolaan yang baik 
-Transparan 
-Sesuai aturan 
Interaksi  
-Pelayanan   
-Saling menghargai 
-Keakraban 
Makna To Ciung Maccae Ri 
Luwu 
-Keadilan 
-Kejujuran 
-Konsiten 
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4) Pendapatan daerah 
5) Siklus pengelolaan keuangan daerah 
6) Laporan keuangan daerah 
7) Pengelolaan yang baik 
8) Interaksi  
9) Makna To Ciung Maccae Ri Luwu 
 
Setelah tahap analisis domain selesai, etnografer melanjutkan dengan 
analisis berikutnya yaitu tahap analisis taksonomi. 
b. Tahapan Analisis Taksonomi 
 
Untuk tahap selanjutnya analisis taksonomi dimana penulis memilih 
domain-domain di atas kemudian dilakukan pengelompokkan untuk melihat 
hubungan-hubungan semantik dalam istilah-istilah yang terdapat pada domain-
domain tersebut di atas. Untuk memperdalam data, etnografer melakukan 
pertanyaan struktural, sehingga memperoleh data yang diinginkan, adapun daftar 
pertanyaan struktural terlampir. Berikut adalah tabel analisis taksonomi: 
Tabel 2.4 
analisis taksonomi 
 
Hubungan Semantik Analisis Taksonomi 
Interaksi  Interaksi  
-Pelayanan  
-Saling menghargai 
-Keakraban 
Partisipan Partisipan 
-Pemerintah Daerah 
-Staf 
-BPK 
Makna To Ciung Maccaer Ri Luwu 
 
Makna To Ciung Maccaer Ri Luwu 
-Keadilan 
-Kejujuran 
-Konsisten  
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Siklus pengelolaan keuangan daerah 
  
Siklus pengelolaan keuangan 
daerah 
-Perencanaan  
-Pelaksanaan 
-Penatausahaan 
-Pelaporan 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
Berdasarkan analisis di atas, terdapat 4 istilah pencakup diantaranya 
adalah interaksi pemerintah, partisipan, makna To Ciung Maccae Ri Luwu dan  
siklus pengelolaan keuangan daerah. Keempat istilah ini kemudian akan 
dilanjutkan pada tahap berikutnya. Adapun tahap yang dimaksud adalah analasis 
komponen. 
c. Tahapan Analisis Komponen 
 
Analisis komponen merupakan cara untuk menemukan komponen makna 
yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya. Sehingga komponen yang 
ditentukan etnografer di bagi menjadi tiga bagian yaitu aktor, pengelolaan dan 
budaya. Sesuai dengan tujuan penulisan bahwa etnografer ingin mengungkapkan 
makna budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam pengelolaan keuangan Daerah. 
Maka etnografer menggabungkan dalam beberapa kategori. 
Pertama yaitu interaksi, jika interaksi antara pemerintah dengan sesama 
pihak pengelolah keuangan daerah menunjukkan penilaian positif maka akan 
memberikan dampak terhadap pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan akan  
berjalan dengan baik apabila hubungan pengelola dengan staf pengelola terjalin 
dengan baik. Oleh karena itu adanya pelayanan yang baik oleh pemerintah dalam 
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menjalin keakraban sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai di antara 
kedua belah pihak.  
Kedua, partisipan yang merupakan orang-orang yang terlibat langsung 
dalam pengelolaan keuangan misalnya dari tahap perencanaan hingga tahap  yang 
lainnya. Pemerintah daerah yang merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya 
realisasi anggaran yang telah direncanakan. Untuk itu informan banyak 
mengungkapkan bahwa partisipan berperan penting dalam pengelolaan keuangan 
daerah. 
Ketiga, mengenai makna budaya To Ciung Maccae Ri Luwu mengandung 
nilai seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa nilai yang 
terkandung di dalamnya di antaranya nilai keadilan, kejujuran dan nilai keteguhan 
atau konsisten.  
Terakhir, mengenai siklus pengelolaan keuangan daerah yang di mulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pada tahap pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah pada badan pemeriksa keuangan (BPK). 
Untuk itulah penulisan ini menggunakan pendekatan etnografi, penulis 
berusaha mencari makna dalam suatu budaya tertentu dan selanjutnya dieksplorasi 
dan mendeskripsikan bagaimana budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. Adapun bentuk analisis 
komponen sebagai berikut: 
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Tabel 2.5  
Analisis Komponen 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
 
Setelah melihat kategori di atas, etnografer kemudian melanjutkan  ke 
tahap selanjutnya, yaitu membuat rangkaian kontras untuk menemukan tema-tema 
budaya dengan mencari domain yang memiliki hubungan timbal balik. 
Selanjutnya etnografer menemukan beberapa rangkaian kontras yaitu: 
1) Budaya interaksi antara pemerintah dan pihak pengelolan keuangan dinilai 
positif dengan adanya pelayanan serta keakraban dan rasa saling mengharagi 
di antara kedua bela pihak. 
Hubungan Semantik Istilah Pencakup Kategori 
Interaksi  
-Pelayanan  
-Saling menghargai 
-Keakraban  
 
 
Interaksi 
 
Budaya 
Partisipan 
-Pemerintah 
-Pihak Pengelola Keuangan 
Daerah 
-BPK 
 
 
Partisipan 
 
Pengelolaan 
Makna To Ciung Maccae Ri 
Luwu 
-Keadilan 
-Kejujuran 
-Keteguhan atau Konsisten 
 
 
Budaya  To Ciung 
Maccae Ri Luwu 
 
 
Budaya 
Siklus Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
-Perencanaan 
-Pelaksanaan 
-Pelaporan 
 
 
 
 
Pengelolaan 
 
 
 
 
Pengelolaan 
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2) Pemerintah, pihak pengelola keuangan dan BPK ikut berpartisipasi dalam 
pengelolaan keuangan daerah baik dalam perencanaan maupun realisasi.  
3) Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu  terapilaksi dalam tindakan informan 
seperti keadilan, kejujuran, dan keteguhan atau konsisten. Hal tersebut 
merupakan nilai budaya yang ada di Kabupaten Luwu dan menjadi pedoman 
hidup informan. 
Berdasarkan hasil yang telah dimiliki maka etnografer dapat melangkah ke 
tahap berikutnya. Tahap menentukan tema-tema budaya yang merupakan akhir 
dari tahapan penulisan. 
d. Menentukan Tema-Tema Budaya 
 
Menentukan tema-tema budaya merupakan akhir dari tahap penulisan. Hal 
tersebut merupakan langkah bagi seorang etnografer untuk dapat menulis 
etnografi. Menurut kamayanti (2016:123) tahapan ini adalah tahap untuk 
mengeneralisasi atas budaya yang diinvestigasi. Tema-tema ini harus mewakili 
simbol-simbol yang ada agar dapat menghubungkan setiap makna. Etnografer 
menentukan tema-tema budaya sebagai berikut: 
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Tabel 2.6 
 Analisis Tema 
Analisis Domain Analisis 
Taksonomi 
Analisis 
Komponen 
Analisis Tema 
 
 
Makna To Ciung 
Maccae Ri luwu 
 
 
- Keadilan 
- Kejujuran 
- Keteguhan atau 
konsiten 
 
 
Budaya 
 
 
Nilai Lokal 
 
 
 
Makna To Ciung 
Maccae Ri luwu 
 
 
- tidak membeda-
bedakan 
- nilai kebaikan 
- warisan 
- sama 
rata/seimbang 
 
 
 
 
Adele  
  
 
 
Budaya 
 
Makna To Ciung 
Maccae Ri luwu 
 
 
 
 
- apa adanya 
- tidak bohong 
- kebenaran 
- pengungkapan 
fakta 
- tindakan 
 
 
 
Lempu 
 
 
Budaya 
 
Makna To Ciung 
Maccae Ri luwu 
 
 
- pendirian 
- konsisten 
 
 
Getteng 
  
 
Budaya 
 
Siklus Pengelolaan 
Keuangan 
 
-Perencanaan 
 -Pelaksanaan 
 -Pelaporan 
 
 
 
Pengelolaan 
 
 
Tahapan 
 
Sumber: Data diolah, 2018 
Menentukan tema adalah tahap terakhir pada tahapan analisis, setelah 
semua tahap selesai maka tahap berikutnya adalah menulis etnografi. Menulis 
suatu etnografi adalah membuat pembahasan-pembahasan yang menarik dan 
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relevan berdasarkan tema-tema yang telah ditemukan sebagai bentuk dari hasil 
penelitian. 
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BAB V1 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Social Setting Penelitian 
Tentu saja akan sangat baik, apabila etnografer mampu mengidentifikasi 
setiap aspek social setting ketika turun ke lapangan untuk mengambil data. Hal 
tersebut akan sangat membantu seorang etnografer mengarahkan apa yang 
etnografer cari serta pada akhirnya mengidentifikasi keterbatasan penelitian, jika 
mungkin tidak semua aspek tempat, aktor, dan tempat dapat etnografer ikuti. 
Gambar 2.3 
Social Setting BPKD LUWU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Peneliti, 2018 
Makna Budaya To 
Ciung Maccae Ri Luwu 
Ruang 
Akuntansi dan 
Pelaporan 
Bagian Umum 
BPKD Luwu 
Ruang Staf Ruang Anggaran 
Mu
sho
lla
h 
Ruang 
Perbendaharaan Ruang Kepala BPKD 
Ruang Aset Klinik 
Akuntansi 
Kabid Kabid 
Kabid Kabid Kabad Kasubid 
Staf Staf 
Staf Sekertaris Staf Staf 
Staf 
Staf 
Staf 
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Kepala bidang anggaran di pimpin   oleh   seorang  kepala bidang  yang     
bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dan mempunyai tugas 
merencanakan dan merumuskan operasionalisasi penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang anggaran yang 
meliputi penyusunan dan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
(APBD), pengendalian dan pelaksanaan anggaran belanja daerah dan 
pengendalian, pelaksanaan, pembiayaan dan anggaran transfer daerah, dalam 
melaksanakan tugas kepala bidang anggaran  menyelenggarakan fungsi 
penyusunan rencana kegiatan bidang anggaran sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
Kepala bidang akuntansi bertugas dalam penyusunan rencana kegiatan 
bidang akuntansi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan pendistribusian 
tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 
sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar. 
Kepala bidang asset bertugas dalam pemantauan, mengawasi dan 
mengevaluasi pelaksanan tugas dan kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar dan pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk 
menghindari kesalahan. 
Kepala bidang perbendaharaan  bertugas dalam penyusunan rencana 
kegiatan bidang perbendaharaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan 
pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan  program, kegiatan dan anggaran 
bidang pengelola perbendaharaan daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas. 
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Oleh karena itu untuk penelusuran mengenai pengelolaan keuangan sangat 
tepat menjadikan beberapa orang tersebut diatas sebagai informan. Namun tidak 
hanya pada penelusuran pengelolaan keuangan tetapi juga untuk penggalian 
makna budaya to ciung maccae ri luwu sebagai masyarakat lokal merekapun 
adalah informan yang tepat sebab mereka adalah penduduk asli yang mengetahui 
kearifan lokal tersebut. 
 
B. Adele (Adil) Sebuah Warisan Yang Harus Tetap Dijaga 
Dalam pengelolaan keuangan daerah di tuntut adanya sebuah aspek 
perilaku yang tercermin dalam setiap individu yang berbeda, dalam hal ini juga 
dijelaskan dalam budaya yang saat ini etnografer akan jelaskan. Budaya yang 
diajarkan to ciung maccae ri luwu dalam kerajaan Luwu seperti Adele (keadilan).  
Adele (adil) berasal dari bahasa arab adil yang berarti di tengah. Adil berarti 
menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak berat sebelah atau dengan kata lain 
menempatkn sesuatu pada tempatnya. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan meletakkan pada 
sebuah prinsip dalam tujuan suatu negara. Menjadi sebuah tugas pnyelenggara 
negara untuk menciptakan sebuah keadilan. Tujuan bernegara adalah terpenuhinya 
keadilah bagi seluruh rakyat indonesia, hal tersebut sangat jelas tertuang dalam 
sila ke-5 Pancasila. Pesan yang terkandung dalam Pancasila tersebut hendaknya 
menjadi pedoman dan semangat bagi para penyelenggara pemerintah bahwa tugas 
utama sebuah penyelenggara adalah menciptakan keadilan.  
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Konsep keadilan yang diaktualisasikan di dalam konsep raja-raja Luwu 
sejak dahulu yang bersandar pada filosofi yang di kemukakan oleh I Sahe 
Makkunrai yaitu: 
“Aro adele agaukeng de’na mappile pile na pappada ngasangi 
tauwede. Siwennimi adele mapparenta datu-e padami patappulo 
wennisempajangnge”. (Rezki, 2013) 
 
[Adil itu adalah perilaku yang tidak memilih-milih atau 
membeda-bedakan dan menyamaratakan semua orang. 
Pemerintah yang berbuat adil dalam semalam sama halnya empat 
puluh malam mendirikan sembahyang] 
 
Dari konsep tersebut adele (adil) yang di pahami penulis berdasarkan 
filosofi Kerajaan Luwu, adele (adil) dapat diartikan sebagai sebuah tindakan atau 
perilaku yang tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti 
yang di ungkapkan informan pada saat etnografer tiba di kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu, etnografer memasuki 
ruangan BPKD tidak lupa mengetuk pintu dan mengucapkan salam 
“assalamualaikum” salah seorang di antara tiga orang pegawai perempuan 
mengucapkan salam “walaikumsalam masuk ki dek” lalu etnografer di 
persilahkan untuk masuk dan pegawai tersebut mengatakan kepada etnografer 
“bapak kabid belum datang dek, duduk meki dulu” sambil tersenyum mengarah 
etnografer dan memegang beberapa lembar kertas ditangannya. Etnografer duduk 
sambil menunggu bapak kepala bidang akuntansi tiba di tempat. Pada saat 
etnografer menunggu bapak kabid akuntansi tiba, etnografer melihat sekeliling 
ruangan BPKD Kabupaten Luwu, ada dua orang pegawai yang sedang 
melaksanakan shalat sunnat duha, setelah itu datanglah seorang pegawai 
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menghampiri etnografer,  dari hasil percakapan etnografer dengan informan 
mengungkapkan bahwa: 
Etnografer : Ibu bisa ka bertanya sama kita? [Ibu boleh 
saya bertanya?] 
Ibu Radipa                : Iyye mau ki tanya apa dek kalau ku tau ji 
jawab i, ku kasi tau ki (sambil tersenyum 
menatap ethnografer) [Iya, mau tanya apa, 
kalau saya tau saya jawab] 
Etnografer : Oo iyye bu terima kasih sebelumnya ta tau 
ka bu tentang budayanya Luwu? [iya 
terimakasih, ibu tau tentang budaya luwu?] 
Ibu Radipa : Budaya luwu yang mana dek appa banyak? 
[budaya luwu yang mana dek, karna budaya 
luwu banyak] 
Etnografer : Seperti budaya to ciung maccae ri luwu, ta 
tau kah? [seperti budaya to ciung maccae ri 
luwu, ibu tau tidak?] 
Ibu Radipa                 : baru ka dengar dek, ta bilang mi ja hehehe 
[itu baru saya dengar dek, setelah kamu 
bilang] 
Etnografer    : oohh (ethnografer sambil memegang jilbab 
dan tersenyum) iyye bu, kalau adil menurut 
ta bu, apa? 
Ibu Radipa            : adil itu tidak  di beda-bedakan orang [adil 
itu tidak membeda-bedakan siapapun]. 
(Percakapan tanggal 04 Juni 2018 at:08.34) 
 
Dalam percakapan yang berlangsung secara terus terang informan 
mengungkapkan bahwa informan tidak begitu paham makna yang terkandung, 
hanya saja informan mengungkapkan berdasarkan arti kata dari adil itu sendiri. 
Hal tersebut terlihat ketika etnografer menanyakan tentang keberadaan To Ciung 
Maccae Ri Luwu, informan mengatakan bahwa informan hanya sekedar tau tetapi 
tidak memahami maknanya. Hal serupa juga di ungkapkan informan pada saat 
melakukan percakapan dengan etnografer. Pada saat etnografer bergegas untuk 
melaksanakan shalat duhur bersama salah satu staf bagian akuntansi, dalam 
perjalanan menuju mushollah kantor, etnografer mencoba membuka percakapan 
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dengan pegawai tersebut untuk mencari informasi dan menelusuri sejauh mana 
pemahaman pihak pengelola keuangan daerah tentang budaya to ciung maccae ri 
luwu. 
Etnografer : Ibu ta tau tentang budaya-budayanya luwu? 
Ibu Wahyuni : Tahu sedikit dek 
Etnografer : Kalau budaya to ciung maccae ri luwu ta 
tau ka bu? 
Ibu Wahyuni : Saya pernah mendengar dek tapi saya tidak 
terlalu paham dengan budaya itu 
Etnografer : Kalau adil menurut ibu apa? 
Ibu Wahyuni : yah kalau adil itu tidak memilih-milih, 
dikasi sama rata semua orang. (Percakapan 
tanggal 04 Juni 2018 at:12.15) 
Lebih lanjut juga di ungkapkan oleh informan dari percakapan dengan 
etnografer yang mengungkapkan pemahamanya tentang nilai adele (adil) yang 
informan ketahui hanya karena infoman sering mendengar dari percakapan orang 
tuannya tentang budaya kerajaan luwu, tetapi informan tidak begitu paham dengan 
nilai adele (adil) tersebut, informan mengungkapakan pemahamannya mengenai 
nilai adele (adil) hanya berdasarkan pemahaman informan berdasarkan arti kata 
adil secara harfiah, informan mengungkapkan bahwa “adil itu seimbang, 
menempatkan sesuatu pada tempatnya”. Dari percakapan yang berlangsung antara 
etnografer dengan beberapa informan, etnografer menyimpulkan bahwa terdapat 
beberapa informan yang tidak dapat memaknai konsep adele (adil) berdasarkan 
makna yang terkandung di dalamnya, bertitik tolak dari informan yang tidak dapat 
memaknai konsep adele (adil) terdapat pula informan yang memahami atau 
dengan kata lain cukup paham dengan konsep tersebut. Hal tersebut di tandai 
ethnografer ketika melakukan percakapan dengan Ibu Rahmi Selaku Kasubid 
Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban mengungkapkan bahwa: 
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“nilai lokal adele itu adalah nilai yang sangat penting untuk 
dipahami oleh setiap penyelenggara pemerintahan secara luas, 
bukan hanya sekedar tau arti dari kata adil itu sendiri, apalagi kita 
berada pada suatu daerah yang tentunya mengajarkan tentang 
nila-nilai kebaikan yang merupakan nilai luhur yang menjadi 
warisan nenek moyang ta di daerah luwu ini, jadi kita sebagai 
generasi penerus wajib terus menjaga dan tetap bersandar pada 
nilai budaya yang ada di daerah kita ini dan menerapkannya 
dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar tau arti 
dari kata adil”. (Percakapan tanggal 04 Juni 2018 at: 09.03).  
Dari hasil percakapan dengan Ibu Rahmi selaku Kasubid Akuntansi 
pelaporan dan pertanggungjawaban, dapat dilihat bahwa beliau sebelumnya telah 
memahami akan adanya nilai adele (adil) di Kerajaan Luwu, hal tersebut di lihat 
dari penjelasannya mengenai nilai adele (adil) yang merupakan sebuah warisan 
dari nenek moyang yang harus dijaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa nilai adele (adil) merupakan hal yang 
sangat penting untuk dipahami terutama dalam bidang pemerintahan. Pemahaman 
konsep adele (adil) cukup di pahami oleh informan karena dalam percakapan yang 
berlangsung dengan informan, informan mengatakan bahwa informan sedang 
mengkaji lebih dalam tentang budaya-budaya di kerajaan yang ada di tanah Luwu, 
dalam hal ini informan sedang menyusun tesis dengan tema budaya yang sama 
dengan penelitian yang sedang ethnografer laksanakan. 
Lebih lanjut juga di jelaskan oleh bapak Kasmuddin selaku kepala bidang 
anggaran, saat etnografer melihat bapak kasmuddin sedang duduk di dalam 
ruangannya dan memegang teleponnya, terlihat bapak tersebut sedang tidak 
banyak pekerjaan jadi ethnografer menghampiri bapak tersebut lalu  
menyempatkan untuk bercerita kepada informan untuk menggali informasi yang 
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etnografer butuhkan. Dalam percakapan tersebut informan mengungkapkan 
bahwa: 
 “adele itu pemberian hak berdasarkan kinerja yang telah 
dilakukan dan pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan 
latar belakang pendidikan pegawai”. (percakapan tanggal 21 Juni 
2018 at: 10.12). 
 
Keadilan adalah suatu bentuk tindakan seseorang yang tidak membeda-
bedakan, semuanya harus disamaratakan dan memberikan hak berdasarkan kinerja 
yang telah dilakukan. Berdasarkan percakapan dari beberapa informan tersebut 
diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adele (adil) sudah di pahami sebagian besar 
pihak pengelola keuangan di kantor BPKD Kabupaten Luwu walaupun demikian, 
masih terdapat beberapa informan yang hanya mengetahui konsep adele (adil) 
secara harfiah atau arti kata saja bukan secara makna yang terkandung di dalam 
nilai  adele (adil) tersebut. 
 
C. Lempu (Jujur) Merupakan Suatu Tindakan Yang Berasal Dari Dalam Hati 
Nurani  
Lempu atau jujur diartikan berkata ataupun memberikan sebuah informasi 
yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau kenyataan yang benar-benar 
ada. Sikap jujur adalah sebuah sikap yang berupaya mencocokkan ataupun 
menyesuakan antara informasi dengan keadaan atau fenomena. Sikap jujur 
merupakan apa yang keluar dari dalam hati nurani seseorang dan bukan 
merupakan hasil pemikiran yang keluar dari diri seseorang.  
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Adapun yng dimaksud dengan lempu (jujur) dalam konteks budaya yang 
berasal dari Kerajaan Luwu, sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh To 
Maccae ri Luwu, dari percakapan dengan La Manasse To Akkarangeng (La Baso), 
yaitu: 
“Aga Lamperi Sunge’,Nene?”,‘Naia Lamperi Sunge’, Lempue. 
Eppa Gau’na Tomalempue. Seunai, Risalaie Na’dampeng. 
Maduanna, Riparennuangie Tennapajekkoi. Bettuanna Risanresie 
Tennapabell.Eang. Matellunna Temmangoainngi Taniae Anunna. 
Maeppana, Tesesse’deceng Rekko Alena Podecengngi”. (Rezki, 
2013). 
[Adapun yang memperpanjang umur ialah kejujuran. Empat 
jenisnya orang jujur. Pertama, orang yang bersalah padanya tapi 
ia maafkan. Kedua, dipercayai dan tidak mencurangi. Artinya ia 
dijadikan saudara dan tidak mengkhianati. Ketiga, tidak serakah 
terhadap apa yang bukan miliknya. Keempat, tidak mencari 
kebaikan jika hanya ia yang akan menikmatinya] 
Hal tersebut juga di ungkapkan oleh beberapa informan dari hasil 
percakapan yang berlangsung dengan etnografer, 
Etnografer  : iya juga pak tapi kalau lempu ia pak apa menurut ta? 
Kabid Akuntansi: Kalau lempu itu, tunggu dulu ku ingat-ingat ii, kalau 
tidak salah ka jujur kayaknya kalau ndk salah 
(percakapan tanggal 05 Juni 2018) 
 
Lebih lanjut dijelaskan dari percakapan ethnografer dengan informan,  
 
Etnografer : kalau jujur (lempu) menurutta apa bu? 
Ibu Wahyuni : sebenarnya nilai lempu (jujur) itu baru saya dengar 
waktu kamu bilang sama saya, tentang nilai lempu 
dalam budaya luwu itu saya belum cukup paham, 
saya hanya tau arti dari jujur itu mengungkapkan 
suatu hal sesuai dengan yang benar-benar terjadi. 
(percakapan 04 Juni 2018) 
 
Berdasarkan percakapan dengan beberapa informan, sama halnya dengan 
konsep adele yang telah di bahas sebelumnya, beberapa informan ketika 
etnografer menanyakan tentang nilai lempu, beberapa informan ada yang hanya 
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pernah mendengarnya saja dan ada juga informan yang sudah memahami tentang 
nilai lempu secara makna yang terkandung didalamnya seperti yang diungkapkan 
oleh Ibu Rahmi Selaku Kasubid Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
mengungkapkan bahwa: 
“orang tua saya pernah menyampaikan sebuah pesan kepada saya, 
dia mengatakan mallempuko nak, aja’na mu maccikko-cikko 
[jujur lah anakku, jangan mengambil yang bukan hakmu].  
[Yang di maksud dengan jujur itu berdasarkan pesan dari orang 
tua saya bahwa jujur itu tidak mengambil sesuatu yang bukan hak 
kita, selalu berkata yang benar atau dengan kata lain tidak 
berbohong]. (percakapan pada tanggal 04 Juni 2018 at: 09.03) 
 
Lebih jelas di ungkapkan informan selama percakapan yang berlangsung 
dengan etnografer saat waktu istirahat tiba dan informan sedang istirahat sambil 
bercerita dengan para pegawai lainnya, etnografer mencoba membuka percakapan 
dengan informan tersebut, dari hasil percakapan yang berlangsung selama jam 
istirahat informan mengungkapkan bahwa “lempu itu mengatakan sesuatu dengan 
apa adanya, tidak bohong atau menutup-nutupi sesuatu”. Nilai lempu (jujur) yang 
di pahami oleh informan yaitu tidak mengeluarkan perkataan yang bohong, 
menempatkan sesuatu pada tempatnya dan berkata sesuai kenyataan atau fakta 
yang terjadi. Dari beberapa penjelasan informan tentang nilai lempu, ethnografer 
menyimpulkan bahwa nilai lempu (jujur) adalah suatu sikap atau perilaku 
seseorang yang mengatakan sesuatu fakta yang terjadi atau selalu berkata benar 
terhadap sesuatu. 
Berdasarkan percakapan dengan beberapa informan dapat di simpulkan 
bahwa nilai lempu (jujur) sudah di pahami oleh pihak penyelenggara di badan 
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu, baik pemahaman secara harfiah 
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atau arti kata maupun pemahaman secara makna yang terkandung dalam nilai 
lempu (jujur). 
D. Getteng (Teguh) Wujud Suatu Pendirian 
Selanjutnya, pemahaman nilai getteng (keteguhan), adapun yang di 
maksud dengan getteng (teguh) dalam konteks nilai budaya yang berasal dari 
kerajaaan luwu sesuai yang diajarkan to ciung maccae ri luwu yaitu tidak 
mengingkari janji, tidak melangkahi persetujuan, tidak mengurangi barang jadi, 
dan ketika mengadili tidak berhenti sebelum rampung. 
Getteng atau keteguhan merupakan suatu hal yang tidak berubah hati, tetap 
memegang teguh apa yang sudah menjadi pendiriannya. Yang di maksud teguh 
pendiriannya jika memiliki sebuah pendapat tidak mengubah pendapat tersebut. 
Teguh dalam pendirian merupakan suatu hal yang sangat dibutukan ditengah-
tengah masyarakat, hanya saja dalam era seperti sekarang ini orang yang memiliki 
sifat demikian itu sangat kurang bahkan hampir tidak ada lagi.  
Adapun yang dimaksud dengan getteng (teguh) dalam konteks nilai 
budaya yang berasal dari Kerajaan Luwu, sesuai dengan konsep yang 
dikemukakan oleh to ciung maccae ri luwu dari percakapannya dengan la 
manasse to akkarangeng (la baso) yaitu: 
“aga pasawe tau, nene, pa’biuja olokolo?” 
“iana ritu gettenge. Eppa gau’ na gettenge. Seuani, tessalaie 
janci enrennge tessoaosi ulu ada. Maduanna, tellukkae anu pura 
enrennge teppinrae assitureseng. Matellunna, narekko 
ma’bicarai, purapi napajaiwi”. (Rezki, 2013). 
 
[itulah keteguhan hati, empat jenisnya keteguhan hati. Pertama, 
tidak mengingkari janji dan tidak melangkahi persetujuan. Kedua, 
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tidak mengurangi barang jadi serta tidak mengubah kesepakatan. 
Ketiga, jika ia mengadili nanti telah putus baru ia berhenti]. 
 
Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai getteng (keteguhan) sangat di 
butuhkan oleh setiap manusia, walaupun pada kenyataan sekarang ini masih 
banyak yang belum memiliki sifat tersebut. Hal ini juga di ungkapkan dalam 
percakapan yang berlangsung dengan Ibu Patriawati selaku pengelola akuntansi di 
BPKD Kabupaten Luwu yang mengungkapkan bahwa: 
 “teguh sama saja dengan ketegasan, teguh dalam pendirian, 
apapun tugas yang diberikan dilaksanakan dengan baik 
berdasarkan tanggungjawab yang sudah diberikan dan konsisten 
pada aturan yang diberikan seperti contohnya datang tepat waktu 
dikantor dan melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas yang 
diberikan’(percakapan pada tanggal 28 Mei 2018 at: 11.58). 
Lebih lanjut diungkapkan oleh informan dalam percakapan yang 
berlangsung dengan ethnografer mengungkapkan pemahamannya mengenai nilai 
getteng (teguh), informan mengungkapkan bahwa “getteng itu di artikan konsisten 
dan punya satu pendirian yang kuat”. Berdasarkan percakapan dengan informan, 
etnografer menyimpulkan bahwa getteng (keteguhan) adalah sikap atau perilaku 
seseorang yang tetap setia terhadap pendiriannya dan konsisten terhadap tanggung 
jawab yang di berikan kepadanya. Dari percakapan tersebut diatas, ethnografer 
menganggap bahwa informan cukup paham dengan nilai getteng (teguh) ini, 
dalam artian informan mampu memaknai secara sesungguhnya berdasarkan 
makna yang terkandung di dalamnya dan berdasarkan konsep yang diajarkan 
dalam kerajaan Luwu. 
Dari hasil percakapan dengan informan dapat disimpulkan bahwa 
informan sudah cukup paham akan nilai getteng (teguh) yang artinya tidak 
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meninggalkan janji atau suatu komitmen yang sudah dibuat, tetap konsisten dalam 
menjalankan tugas yang telah diberikan. Dapat dilihat bahwa informan sadar akan 
keberadaan nilai lempu (teguh) yang di ajarkan to ciung maccae ri luwu. 
Oleh karena itu nilai lempu (teguh) selain sebagai bentuk warisan dari 
Kerajaan Luwu, juga sangat relevan dengan ajaran agama yang mengajarkan suatu 
nilai kebaikan, sehingga dapat dijadikan sebuah landasan bertindak dan 
bertingkah laku terutama dalam mengelola keuangan daerah serta masih bersandar 
pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur dari 
kerajaan Luwu. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al- Imran ayat 
147 “tidak ada do’a mereka selain ucapan, ya tuhan kami ampunilah dosa-dosa 
kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan 
tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”. 
(QS.Al-Imran ayat 147). Ayat tersebut menjelaskan tentang sebuah pendirian 
yang harus ditetapkan, seperti dalam halnya kinerja pemerintah dalam mengelolah 
keuangan daerah harus tetap konsisten dan patuh terhadap peraturan yang ada.   
Dalam penelitian, hal ironis yang ditemukan ethnografer adalah terdapat 
beberapa pihak pengelola keuangan daerah Kabupaten Luwu yang belum 
memahami konsep budaya yang di ajarkan to ciung maccae ri luwu secara makna 
yang terkandung didalamnya. Penyebab utamanya adalah sebagian dari mereka 
hanya pernah mendengar ajaran tersebut tanpa menanyakan lebih mendalam 
tentang hal tersebut. Pada kondisi seperti ini, ada juga yang hanya memahami 
nilai tersebut secara umum, atau dengan kata lain mereka hanya mengartikan 
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dalam artian harfiah saja, tetapi kurang mampu menjelaskan sesuai dengan arti 
budaya yang di ajarkan dari kerajaan Luwu.  
E. Penerapan Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu 
Berkaitan dengan penerapan budaya to ciung maccae ri luwu dalam 
pengelolaan keuangan daerah. Penerapan sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan 
atau tingkah laku yang mempraktekkan sebuah teori yang telah diketahui untuk 
mencapai suatu tujuan tertentu dan untuk mencapai suatu kepentingan yang 
diinginkan oleh suatu kelompok atau organisasi yang telah di rencanakan 
sebelumnya. Dalam hal ini, dari hasil penelitian ethnografer suatu pemahaman 
pihak pengelolah keuangan daerah terhadap budaya yang di ajarkan oleh to ciung 
maccae ri luwu dalam hal ini niali adele (adil), lempu (jujur) dan getteng 
(keteguhan) dan bagaimana penerapannya dalam mengelola keuangan, seperti 
yang diungkapkan oleh beberapa informan dari hasil percakapan yang terjadi 
selama ethnografer berada dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah atau 
dengan kata lain selama etnografer membaur didalam pengelolaan keuangan 
daerah Kabupaten Luwu, informan mengungkapkan bahwa: 
“seperti dalam pencatatan laporan keuangan harus memasukkan 
angka-angka yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa agar telihat 
baik itu laporan yang dibuat”. (percakapan tanggal 04 juni 2018) 
 
Penjelasan informan tersebut diatas, menjelaskan tentang bagaimana 
konsep keadilan itu diterapkan dalam mengelolah keuangan seperti dalam 
pencatatan laporan keuangan yang sesuai. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Ibu 
Rahmi Selaku Kasubid akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban dalam 
percakapan yang berlangsung dengan etnografer, dalam percakapan tersebut 
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informan mengungkapkan “pemberian gaji pegawai harus sesuai dengan 
kinerjanya dan sesuai dengan tupoksinya”. Hal tersebut menjelaskan dan cukup 
membuktikan jika konsep adele (keadilan) yang diajarkan oleh to ciung maccae ri 
luwu sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu. 
Selanjutnya, konsep lempu (kejujuran) di sini sebanarnya dari hasil 
penelitian yang didapatkan oleh etnografer, etnografer belum melihat penerapan 
nilai lempu (kejujuran) dalam pengelolaan keuangan daerah. Karena sebenarnya 
kejujuran berasal dari tiap individu masing-masing. Kejujuran tersebut pasti 
dilakukan tanpa terlihat dan apabila individu tersebut melakukan tindakan atau 
perilaku tidak jujur, individu tersebut pasti akan berusaha menyembunyikan 
perilaku atau tindakannya tersebut. Meskipun tidak terlihat penerapan nilai lempu, 
diungkapkan dalam percakapan dengan informan yang mengungkapkan bahwa: 
“nilai budaya dari kerjaan luwu itu sudah sepantasnya untuk 
diterapkan oleh penyelenggaraan pemerintah seperti kami ini, 
seperti dalam hal perencanaan keuangan, kami harus berfikir 
terlebih dahulu sebelum bertindak jangan sampai dalam proses 
penyelenggaraan terdapat masalah. Dalam konsep keadilan, 
kejujuran maupun konsistensi Alhamdulilah secara tidak sadar 
kami telah menerapknnya dalam pekerjaan kami”. (percakapan 
tanggal 21 juni 2018) 
 
Selanjutnya, penerapan nilai getteng (konsisten) juga diungkapkan oleh 
Ibu Rahmi selaku Kasubid akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban dalam 
percakapan yang berlangsung dengan ethnografer, informan mengungkapkan 
bahwa: 
“Iya dek alhamdulillah sudah di terapkan dek. “sudah tiga tahun 
berturut-turut ini alhamdulillah hasil audit dari badan pemeriksa 
keuangan sudah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian 
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(WTP) pada kantor kami”. (percakapan tanggal 04 juni 2018 at: 
09.20). 
 
Lebih jelas diungkapkan oleh Ibu Rahmi dalam percakapan yang terjadi 
selama ethnografer berada di badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten 
Luwu, informan mengungkapkan bahwa: 
“Dalam Badan pengelola keuangan daerah ini sudah ada bagian 
atau divisi yang terkhusus berkaitan dengan akuntansi dan 
pelaporan seperti saya yang memegang bagian itu. Adapun 
penyusunan LKPD sudah kami susun sesuai dengan standar yang 
telah ditetapkan yang nantinya laporan keuangan itu akan 
diperiksa oleh BPK untuk menentukan kesesuaian laporan 
keuangan yang sudah kami buat”. (percakapan tanggal 04 juni 
2018 at: 09.03). 
 
Penjelasan tersebut mengungkapkan bahwa pihak pengelolah keuangan 
daerah kabupaten Luwu sudah secara konsisten menerapkan standar akuntansi 
yang berlaku, juga terlihat dari hasil audit yang memberikan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Hal tersebut 
menjelaskan bahwa kabupaten Luwu sendiri sudah mendapat predikat opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 
Perwakilan Sulsel dalam hal pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2015 
hingga 2017. Opini tersebut diberikan karena aparat pemerintahan dalam 
mengelola dan menyajikan keuangan sudah sesuai dengan SAP (Standar 
Akuntansi Pemerintah). Hal tersebut juga karena aparat pemerintah menjungjung 
tinggi nilai budaya to ciung maccae ri luwu dalam melakukan pekerjaannya. Nilai 
Adele, lempu, getteng diterapkan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan 
sehingga apa yang teralisasi sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. 
87 
 
 
 
Dilihat dari penjelasan informan bahwa prinsip-prinsip akuntansi sudah 
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. 
Prinsip-prinsip tersebut secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan 
keuangan yang dibuat setiap tahunnya.  
Tabel 2.7 
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Tahun Opini Laporan Keuangan 
2015 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 
2016 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 
2017 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 
Sumber: Data BPKD Luwu 
Melihat dari data diatas pada tahun 2015 hingga 2017 LKPD sudah 
mendapat opini WTP yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat 
pemerintah sudah berdasarkan aturan, prinsip dan standar akuntansi pemerintahan. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak penyelenggara keuangan daerah 
kabupaten Luwu sudah benar-benar memberikan kinerja terbaik di BPKD 
kabupaten Luwu.  
Hal lain juga menjelaskan tentang konsiten para pegawai yang datang 
tepat waktu di kantor badan pengeolaan keuangan daerah kabupaten Luwu. Maka 
dari hal tersebut, ethnografer menyimpulkan bahwa para pihak pengelola 
keuangan daerah kabupaten Luwu sudah konsisten dalam pengelolaan keuangan 
daerah. Hal tersebut juga dibuktikan dengan kinerja dan perilaku pihak pengelola 
88 
 
 
 
keuangan daerah sebagai pihak yang menaati aturan yang ada pada kantor Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Luwu. 
Selanjutnya, hendaknya nilai budaya to ciung maccae ri luwu harus lebih 
dibangkitkan lagi dan diterapkan dalam diri masing-masing pihak penyelenggara 
keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. Karena 
masih terdapat beberapa pihak pengelola keuangan yang hanya mengetahui arti 
secara harfiah budaya yang di ajarkan to ciung maccae ri luwu, seharunya pihak 
penyelenggara lebih memahami makna budaya terebut secara mendalam. 
Meskipun demikian pihak penyelenggara keuangan daerah kabupaten Luwu sudah 
menerapkan budaya to ciung maccae ri luwu, walaupun belum sepenuhnya. 
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BAB V11 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh etnografer, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Luwu sudah 
memaknai secara tidak langsung konsep budaya To Ciung Maccae Ri Luwu. Hal 
tersebut karena pihak pengelola keuangan pada Badan Pengelola Keuangan 
Daerah Kabupaten Luwu memiliki kesadaran yang begitu besar terhadap 
kebudayaan Luwu, mereka sadar bahwa sebagai masyarakat Luwu wajib 
hukumnya mengetahui dan memahami secara mendalam budaya dari kerajan 
Luwu. Kesadaran pihak pengelola tersebut berdasarkan hasil penelitian yakni 
budaya To Ciung Maccae Ri Luwu membuktikan bahwa pihak pengelola 
keuangan daerah Kabupaten Luwu sudah memahami dan menerapkan budaya To 
Ciung Maccae Ri Luwu dalam hal ini nilai adele, lempu, getteng dalam proses 
pengelolaan keuangan daerah. Selain itu pihak pengelola keuangan dalam 
melaksanakan tugasnya selalu mentaati peraturan yang ada, melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab secara baik, saling menghormati, santun, ramah dan memiliki 
rasa tanggung jawab serta kesadaran dalam melaksanakan program kegiatan. 
Berdasarkan hasil pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Luwu, 
dimana mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan opini yang diperoleh pemerintah 
Kabupaten Luwu tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun 
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).  
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B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan analisis dan pemabahasan yang telah dilakukaan maka 
implikasi penelitian yang diajukan diantaranya: 
1. Pemerintah Daearah Kabupaten Luwu diharapkan mampu memahami tugas 
dan fungsinya masing-masing. 
2. Mendorong pihak pemerintah daerah dalam  menginternalisasikan nilai 
budaya To Ciung Maccae Ri Luwu untuk dapat memberikan nilai positif 
kepada diri sendiri maupun dalam pengelolaan keuangan daerah.  
C. Keterbatasan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat 
beberapa keterbatasan yang ada yaitu sebagai berikut: 
1. Pihak pengelola keuangan daerah kabupaten Luwu belum sepenuhnya 
memahami nilai budaya To Ciung Maccae Ri Luwu berdasarkan makna yang 
terkandung didalamnya. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan satu landasan teori yaitu teori interaksi 
simbolik. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah landasan teori 
yang digunakan agar hasil penelitian dapat dikaji lebih luas. 
D. Saran  
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat 
beberapa saran atas keterbatasan yang ada, demi perbaikan yang akan datang, 
yaitu sebagai berikut: 
1 Pihak pengelola BPKD Kabupaten Luwu diharapakan lebih meningkatkan 
pemahamannya terhadap budaya di kerajaan Luwu dan menerapkannya 
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dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengetahui arti dari 
budaya tersebut tetapi lebih memahami secara mendalam makna yang 
terkandung didalam budaya tersebut. 
2 Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu dalam perilaku pihak pengelola keuangan 
daerah Kabupaten Luwu, diharapkan peneliti selanjutnya melakukan analisa 
budaya secara mendalam terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga 
penerapan budaya bisa dikaji lebih luas.  
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LAMPIRAN  
CATATAN ETNOGRAFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan: Awal Kedatangan 
Tempat : Kantor BPKD Kab. Luwu 
Tanggal : 21 Mei 2018 
Jam  : 08:37 
Berbekal sepucuk surat yang di berikan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam etnografer melangkahkan kaki menuju kantor penelitian yaitu Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. Etnografer mengantarkan surat 
pemohonan izin penelitian di BPKD Kab.Luwu. Suasana pagi yang di iringi hujan 
rintik-rintik tetapi ethnografer tetap bergegas menuju BPKD Kab. Luwu untuk 
mengantar surat permohonan di BPKD Luwu. Etnografer melangkahkan kaki 
menuju BPKD dengan menaiki sebuah motor ditemani oleh saudara sepupu 
etnografer, sesampainya ethnografer di BPKD dengan cuaca pada saat itu masih 
dalam keadaan hujan ethnografer masuk ke kantor BPKD untuk membawa surat 
permohonan penelitian. Tanpa satupun pegawai di kantor tersebut yang etnografer 
kenali, etnografer langsung masuk dengan tak lupa mengetuk pintu dan 
mengucapkan salam, peneliti masuk didalam ruangan, setelah itu ada salah satu 
dari delapan pegawai yang ada di dalam ruangan tersebut, hanya satu orang yang 
melihat ke arah etnografer, etnografer menghampiri pegawai BPKD tersebut lalu 
etnografer mengutarakan maksud dan tujuan etnografer datang di kantornya, 
dengan keadaan beberapa pegawai sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya 
masing-masing sambil mengetik di komputer, beberapa juga terlihat sedang 
menulis dan sebagian ada yang sedang membaca surat kabar. Etnografer 
memberikan surat etnografer kepada salah satu pegawai tersebut lalu pegawai 
 
 
 
 
tersebut membawa surat etnografer ke salah satu ruangan dan ruangan tersebut 
adalah ruangan bagian umum dari BPKD Kab.Luwu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan: Penelusuran Makna 
Tempat : Rumah Pak Kasmuddin 
Jam  : 03:35  
Tanggal : 26 Mei 2018 
 
Empat  hari setelah etnografer memasukkan surat permohonan penelitian, 
etnografer heran kenapa surat yang etnografer masukkan tertanggal 22 januari 
2018 itu belum juga terbalaskan. Etnografer memberanikan diri untuk mendatangi 
rumah bapak kepala bagian anggaran. Dengan menaiki sebuah motor di temani 
oleh ibu etnografer, dalam perjalanan kurang lebih 40 menit kami tiba di rumah 
bapak kepala anggaran BPKD Kab. Luwu, sesampainya kami di tempat tak lupa 
kami mengucapkan salam lalu keluarlah seorang bapak yang terlihat belum terlalu 
tua dengan memberikan senyuman yang lebar di pipinya kepada kami, bapak 
tersebut keluar dengan memakai sarung kotak-kotak berwarna biru putih, kami di 
persilahkan untuk masuk ke rumahnya terlihat subuah foto keluarga terpajang di 
dinding ruang tamu dengan dinding cat berwarna hijau, kami di persilahkan untuk 
duduk kami bercerita dan tak lupa memperkenalkan diri kami. Etnografer 
memperkenalkan diri bahwa etnografer adalah mahasiswa yang akan 
melaksanakan penelitian di kantornya selama 1 bulan ke depan lalu bapak tersebut 
bertanya, 
Kabid Anggaran : Adek dari SMK apa?  
Etnografer  : etnografer menjawab bukan pak dari kampus UIN 
ALAUDDIN MAKASSAR,  
Lalu bapak tersebut bertanya kembali, 
Kabid Anggaran : jurusan apa?  
 
 
 
 
Etnografer : jurusan akuntansi pak,  
Kabid Anggaran : sudah dikasi masuk suratnya di kantor ka dek? 
Etnografer : iyye pak sudah di kasi masuk tapi sampai sekarang 
belum ada pemberitahuannya pak 
Kabid Anggaran : oh iyya nanti saya cek di kantor dek suratnya, nanti 
kita ketemu dikantor saja dek, nanti saya hubungi, 
kasi tinggal saja nomornya dek biar gampang nanti 
saya hubungi ki 
Etnografer : iyye pak, terima kasih 
Tiba pukul 04:26 kami berpamitan kepada bapak Kasmuddin dan kami segera 
bergegas untuk pulang ke rumah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan: Penggalian Makna Budaya  
Tempat : Kantor BPKD Kab. Luwu 
Jam  : 09:02 
Tanggal : 28 Mei 2018 
Etnografer datang di kantor BPKD Kab. Luwu, etnografer menunggu di 
parkiran belakang kantor, etnografer datang menaiki motor dan memarkir motor, 
ada 9 motor yang terparkir tepat di belakang kantor BPKD Luwu dan 1 buah 
mobil berwarna putih. suasana cukup hening terlihat masih sedikit kendaraan yang 
terparkir, etnografer masih menunggu bapak Kasmuddin karena sudah membuat 
janji dengan bapak kepala bagian anggaran tersebut, setelah beberapa menit 
etnografer menunggu dan bapak tersebut belum datang juga, etnografer 
memberanikan diri untuk menelponnya, etnografer menelpon bapak tersebut dan 
yang mengangkat adalah seorang perempuan dan ternyata itu adalah istri bapak, 
dia mengatakan bapak lagi siap-siap untuk ke kantor, jadi ethnografer menutup 
telpon dan menunggu bapak tersebut, cukup lama etnografer menunggu sembari 
etnografer duduk di atas motor dan melihat satu persatu pegawai mulai 
berdatangan dan pada akhirnya bapak tersebut tiba di kantor BPKD Kab.Luwu.  
Jam  : 09 : 26 
Tempat : Ruang Kabid Akuntansi 
Bapak kabid anggaran tiba di kantor, bapak tersebut menyapa etnografer 
lalu menanyakan etnografer datang dengan siapa sambil berjalan menuju ruangan, 
tiba di ruangan etnografer di persilahkan untuk duduk terlebih dahulu dan terlihat 
bapak tersebut sedang membawa surat dan ternyata itu adalah surat balasan dari 
surat permohonan yang etnografer masukkan. Tidak lama kemudian etnografer di 
 
 
 
 
panggil ke rungan kabid akuntansi, di dalam ruangan terdapat 2 AC dan terpajang 
jam dinding, juga tergantung horden ruangan tersebut yang berwarna kuning, dan 
ada satu pegawai berbaju dinas kantor sedang memeagang sapu dan sendok 
sampah lalu bergegas menuju rungan untuk menyapu salah satu ruangan yang ada 
di BPKD Kabupaten Luwu.  
Etnografer di persilahkan untuk masuk ke ruangan dan dipersilahkan untuk 
duduk lalu bapak tersebut bertanya kepada etnografer dari kampus mana dan 
etnografer menjawab dari kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR Pak. 
Etnografer menyampaikan maksud dan tujuan etnografer datang di kantor 
tersebut, lalu etnografer di beri surat balasan permohonan izin penelitian di kantor 
BPKD Luwu, di dalam ruangan terlihat ada 1 orang pegawai laki-laki dan 2 orang 
perempuan yang sedang duduk di kursi kantor berwarna coklat. Setelah itu 
ethnografer dipersilahkan untuk duduk, ada 2 orang pegawai perempuan yang 
datang dan langsung duduk, di dalam ruangan ada beberapa meja yang di atasnya 
tersusun rapi beberapa berkas, mereka sangat ramah di dalam ruangan teresbut 
terdapat AC, kulkas, kaca (untuk bercermin), dan juga terdapat kipas angin. 
Etnografer duduk di kursi pegawai yang bernama ibu Astia Abdullah. Ibu 
tersebut tidak masuk kantor karena sedang cuti, jadi etnografer untuk sementara di 
tempatkan di meja terebut. Pada saat etnografer datang dikantor BPKD Kab. 
Luwu, ternyata bapak kabid akuntansi tidak ada di tempat atau di ruangannya 
karena sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah di kota bandung, jadi untuk 
sementara etnografer di tempatkan di ruangan kabid karena etnografer belum 
 
 
 
 
mendapatkan ruangan karena bapak kabid yang seharusnya memberikan 
penempatan dan dia tidak ada ditempat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan : Penggalian Makna Budaya 
Informan : Ibu Patriawati 
Jabatan : Pengelola Akuntansi 
Jam  : 11:25 
Tempat : Ruang Pegawai Akuntansi 
Mungkin karena suasana kantor akan libur jadi kantor tampak terlihat sepi, 
etnografer masih duduk di kursi yang sama tidak ada pekerjaan yang di berikan 
kepada peneliti karena memang pekerjaan di kantor pada hari ini tidak terlalu 
banyak.  
Tiba waktu istirahat 11:58 para pegawai bercerita dan etnografer lalu 
menanyakan tentang keberadaan budaya to ciung maccae ri luwu kepada salah 
satu pegawai, etnografer membuka percakapan. 
etnografer  : orang mana ki kak? 
Patriawati : orang sini ji dek, orang babang, kita ia dek di 
manaki tinggal? 
etnografer : di larompong ji kak dekat ji, kak boleh ka tanya-
tanya kak 
Patriawati : sambil tertawa ia menjawab hehehe bisa ji dek, 
mauki tanya apa? 
etnografer : ta tauka budayanya luwu kak? 
Patriawati : iyye dek, budaya yang mananya itu, andi jemma ka, 
toddopuli atau apa dek? 
ethnografer : budaya to ciung maccae ri luwu kak, ta tau ? 
 
 
 
 
Patriawati : budaya maccae ri luwu, bukan itukah yang 
ajarannya ada lempu, getteng sama apa lagi satu itu 
dek, lupa ka 
etnografer : ta tau artinya itu kak? 
Patriawati : lempu itu jujur,kalau getteng konsisten 
etnografer  : jujur itu bagaimana kak? 
Patriawati : jujur itu mengatakan sesuatu denga apa adanya, 
tidak bohong atau menutu-nutupi sesuatu 
Patriawati : teguh sama saja dengan konsisten, teguh dalam 
pendirian, apapun tugas yang diberikan itu 
dilaksanakan dengan baik berdasarkan 
tanggungjawab yang sudah diberikan dan konsisten 
pada aturan yang diberikan seperti contohnya datang 
tepat waktu dikantor dan melaksanakan pekerjaan 
berdasarkan tugas yang diberikan. 
Sambil memperbaiki jilbabnya ibu tersebut tersenyum,  
etnografer : bagaimana itu kak di terapkan ji di sini kantor kak 
Patriawati  : iyye dek seperti dalam pencatatan laporan keuangan 
juga harus memasukkan angka-angka yang 
sebenarnya bukan hasil rekayasa agar terlihat baik 
itu laporan yang dibuat. 
Karena waktu istirahat telah selesai kami menghentikan percakapan kami 
karena ibu patriawati akan melakukan pekerjaannya kembali, tiba jam 12:30 
 
 
 
 
etnografer berpamitan untuk pulang dan salah satu pegawai mengatakan kepada 
etnografer bahwa kamu datang senin berikutnya dek karena bapak kabid akuntansi 
datang hari itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan: Penggalian Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu 
Informan : Ibu Radipa 
Jabatan : Pengolah data pengelolaan pembiayaan 
Tempat : Ruangan tunggu BPKD  
Jam  : 08:34 
Tanggal : 04 juni 2018 
 
Etnografer datang di kantor BPKD Kab. Luwu tak lupa mengetuk pintu 
dan mengucapkan salam lalu masuk ke ruangan kabid akuntansi tetapi ternyata 
kabid akuntansi belum tiba ditempat jadi etnografer duduk sambil menunggu 
kabid akuntansi tersebut datang di ruangannya, ada beberapa pegawai yang 
sedang melaksanakan shalat sunnat duha setelah itu ada seorang pegawai yang 
menghampiri etnografer lalu bertanya  
Ibu Radipa : Cari siapa dek? Ada apa? 
etnografer : Iyah ibu saya mahasiswa magang di sini ibu dari 
kampus UIN ALAUDDIN MAKASSAR ibu yang 
ingin bertemu dengan bapak kabid akuntansi tetapi 
bapak belum datang ibu jadi saya menunggu di sini 
ibu, 
Sambil bercerita dengan ibu dan ibu tersebut menanyakan nama etnografer jadi 
etnografer memperkenalkan terlebih dahulu nama etnografer dan alamat 
etnografer, pegawai tersebut juga bertanya siapa nama orang tua etnografer, kami 
bercerita lalu ada kesempatan etnografer untuk bertanya kepada ibu tersebut . 
etnografer : Ibu sudah lama meki bekerja di sini? 
Pegawai : Iyah sudah lama dek 
 
 
 
 
Ternyata ibu tersebut adalah salah satu pegawai yang ada di BPKD yang 
posisinya sebagai pengola data pengelolaan pembiayaan, lalu etnografer bertanya  
etnografer  : Ibu saya boleh tidak bertanya kepada ibu 
Ibu tersebut menjawab  
Ibu Radipa                   : Iya boleh dek selagi saya bisa menjawabnya dek 
saya akan jawab 
etnografer   : Oo iyah ibu terima kasih sebelumnya ibu 
ta tau tentang budaya yang ada di luwu bu? 
Pegawai                       : Budaya yang ada di luwu ini banyak dek budaya 
yang adek maksud itu seperti apa? 
etnografer                        : Seperti salah satunya ibu budaya to ciung maccae ri 
luwu, ta tau tentang budaya tersebut? 
Pegawai : Budaya itu baru saya dengar dek  
etnografer    : oo iyah ibu, kalau adil menuru ta bu, bagaimna? 
Pegawai : adil itu tidak membeda-bedakan siapa pun dek 
 
Informan : Ibu Rahmi 
Jabatan : Kasubid Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Tempat : Ruangan Klinik Akuntansi BPKD 
Jam  : 09:03 
Bapak kabid akuntansi tiba di tempat, percakapan etnografer dengan 
pegawai pengelola akuntansi tersebut terpaksa harus berakhir etnografer 
berpamitan kepada ibu tersebut untuk menemui bapak kabid akuntansi, etnografer 
 
 
 
 
masuk ke ruangan kabid akuntansi tak lupa mengucapkan salam lalu etnografer di 
persilahkan untuk masuk ke ruangan tersebut dan di persilahkan duduk di kursi 
tepat dihadapan kabid akuntansi tersebut, sambil memegang handponenya. Karena 
kabid akuntansi tersebut baru bertemu dengan etnografer, bapak kabid 
menanyakan kepada etnografer, 
Kabid Akuntansi : Ada yang bisa saya bantu dek? 
etnografer  : Sambil tersenyum etnografer menjawab, mahasiswa 
yang akan melaksanakan penelitian pak dari UIN ALAUDDIN MAKASSAR,satu 
minggu sebelumnya sudah datang di kantor ini tetapi bapak tidak ada di tempat 
pak,  
Kabid Akuntansi : Lalu bapak bertanya kamu kenal ibu rahmi dek,  
etnografer  :  tidak saya kenal pak 
Kabid Akuntansi : Oh iyah tunggu sebentar yaa silahkan duduk dulu. 
Sambil menelpon seseorang etnografer duduk di kursi berwarna orens, tak 
lama etnografer duduk datanglah salah seorang pegawai berjilab coklat, lalu 
pegawai tersebut di suruh untuk mengantarkan etnografer ke salah satu ruangan, 
etnografer di antarkan ke ruangan yang di depanya bertuliskan klinik akuntansi, 
etnografer masuk dengan sopan mengucapkan salam, di dalam ruangan terdapat 3 
orang pegawai dan terdapat 12 meja yang berjejer, tersusun rapi yang di atas meja 
tersebut terdapat komputer dan beberapa susunan kertas, ethnografer masuk ke 
ruangan tersebut dan di perkenalkan dengan pegawai yang ada di dalam ruangan 
tersebut lalu setelah itu etnografer di persilahkan untuk duduk di salah satu kursi 
 
 
 
 
yang kosong karena pemiliknya sedang cuti, etnografer di persilahkan untuk 
duduk,  
Pegawai : mengatakan duduk ki dek, kita tunggu dulu ibu   
rahmi karena belumpi datang 
etnografer  : Iyah ibu. 
Lalu pegawai yang duduk berseblahan dengan peneliti mengatakan, 
Pegawai  : penelitiannya sampai kapan dek 
etnografer  : 1 bulan ibu 
Tidak lama kemudian datanglah seorang dengan tersenyum masuk di 
ruangan memakai berwana kuning dan mengenakan jilbab berwarna kuning, 
terlihat laptop prin di atas mejanya ibu tersebut sedang memegang laptop yang 
berwarna kuning, karena etnografer tidak mengetahui bahwa ibu tersebut yang 
bernama ibu rahmi, ibu tersebut tiba-tiba memanggil etnografer sambil tersenyum 
dan memperbaiki jilbabnya, 
Ibu Rahmi : dek, siniki dek kenapaki? Silahkan duduk dek 
dengan tersenyum menatap ethnografer. Iyah ada 
apa dek ada yang bisa kami bantu dek? 
Ethnografer kemudian duduk dan mengatakan maksud kedatangannya untuk 
penelitian di kantornya selama 1 bulan lamanya, Lalu etnografer bertanya, 
etnografer : ibu di sini sudah lama bekerja, sambil tersenyum 
bertanya kepada ibu tersebut. 
etnografer langsung bertanya karena terlihat ibu tersebut sangat ramah jadi 
etnografer menggunakan kesempatan untuk bertanya, 
 
 
 
 
Ibu Rahmi  : sudah lama dek 
etnografer  : ta tau tentang budaya to ciung maccae ri luwu bu? 
Sambil tersenyum ibu tersebut menjawab, 
Ibu Rahmi : iyah tahu dek kebetulan saya lagi meneliti juga 
tentang budaya itu 
Dengan tersenyum etnografer terus bertanya karena ibu tersebut tahu tentang 
adanya budaya tersebut, 
etnografer  : Jadi ta tau konsepnya itu bu? 
Ibu Rahmi  : konsep adele’ lempu sama getteng dek 
etnografer  : apa artinya itu semua bu? 
Ibu Rahmi : nilai lokal adele itu adalah sebuah nilai yang sangat 
penting untuk dipahami oleh setiap penyelenggara 
pemerintahan secara luas, bukan hanya sekedar tau 
arti dari kata adil itu sendiri, apalagi kita berada 
pada suatu daerah yang tentunya mengajarkan 
tentang nila-nilai kebaikan yang merupakan nilai 
luhur yang menjadi warisan nenek moyang kita 
didaerah luwu ini, jadi kita sebagai generasi penerus 
wajib terus menjaga dan tetap bersandar pada nilai 
budaya yang ada di daerah kita ini dan 
menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, 
bukan hanya sekedar tau arti dari kata adil. 
Peneliti  : Kalau lempu bu? 
 
 
 
 
Ibu Rahmi : orang tua saya pernah menyampaikan sebuah pesan 
kepada saya, dia mengatakan mallempuko nak, 
aja’na mu maccikko-cikko. Yang di maksud dengan 
jujur itu berdasarkan pesan dari orang tua saya 
bahwa jujur itu tidak mengambil sesuatu yang bukan 
hak kita, selalu berkata yang benar atau dengan kata 
lain tidak berbohong”.(percakapan pada tanggal 04 
juni 2018 at: 09.03). sedangkan getteng itu konsisten 
dalam melakukukan sesuatu serta tetap pada 
pendirian. 
etnografer  : Apa konsep tersebut sudah di terapkan di kantor ibu 
Ibu Rahmi : Iyah dek alhamdulillah sudah di terapkan dek. sudah 
tiga tahun berturut-turut ini alhamdulillah hasil audit 
dari badan pemeriksa keuangan sudah memberikan 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada kantor 
kami. itu sudah membuktikan pihak pengelola kami 
telah berlaku secara adil, misalnya dalam pemberian 
gaji pegawai harus sesuai dengan kinerja pegawai 
atau tupoksi pegawai dek. 
etnografer : Kalau penyusunan laporan bu, sudah sesuai standar 
akuntansi mi ka atau bagaimna bu 
Ibu Rahmi : Dalam Badan Pengelola Keuangan Daerah ini sudah 
ada bagian atau divisi yang terkhusus berkaitan 
 
 
 
 
dengan akuntansi dan pelaporan seperti saya yang 
memegang bagian itu. Adapun penyususnan LKPD 
sudah kami susun sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan yang nantinya laporan keuangan itu akan 
diperiksa oleh BPK untuk menentukan kesesuaian 
laporan keuangan yang sudah kami buat. 
Tidak lama kami bercerita sayangnya percakapan kami harus berakhir 
karena ada 2 orang pegawai laki-laki yang datang menghampiri ibu rahmi, jadi 
etnografer langsung berpamitan kepada ibu rahmi dan menuju tempat duduk yang 
telah di tunjukkan kepada etnografer. Terlihat 2 orang pegawai itu membawa 
sehelai kertas dan memberikannya kepada ibu rahmi dan salah seorang staf 
tersebut mengambil foto ibu rahmi sedang memegang kertas tersebut, dan ternyata 
kertas tersebut akan di tanda tangani oleh ibu rahmi, setelah menandatangini 
kertas tersebut ibu rahmi langsung memberikan kepada pegawai tersebut sambil 
tersenyum dan pegawai tersebut mengucapkan terimkasih ibu, mariki sambil 
tersenyum dan ibu rahmi menjawab iya sama-sama sambil tersenyum lebar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informan : Ibu Wahyuni 
Jabatan : Kasubag Program 
Jam  : 12:15 
Tanggal ; 04 juni 2018 
Tempat : Perjalanan Menuju Mushollah 
Etnografer bergegas untuk melaksanakan shalat duhur bersama salah satu 
staf bagian akuntansi lalu etnografer bertanya tentang keberadaan budaya to ciung 
maccae ri luwu sambil berjalan menuju mushollah kantor 
Ethnografer  : Ibu ta tau tentang budaya-budaya yang ada di luwu? 
Ibu Wahyuni  : Tahu sedikit dek 
etnografer  : Kalau budaya to ciung maccae ri luwu ta tau ibu? 
Pegawai : Saya pernah mendengar dek tapi saya tidak terlalu 
paham dengan budaya itu 
etnografer  : Kalau adil menurut ibu apa? 
Pegawai : yah kalau adil itu tidak memilih-milih, dikasi sama 
rata semua orang 
etnografer  : kalau jujur (lempu) menurutta apa bu? 
Pegawai : sebenarnya nilai lempu (jujur) itu baru saya dengar 
waktu kamu bilang sama saya, tentang nilai lempu 
dalam budaya luwu itu saya belum cukup paham, 
saya hanya tau arti dari jujur itu mengungkapkan 
suatu hal sesuai dengan yang benar-benar terjadi.  
etnografer  : Oh begitu ya bu hehe maaf ya ibu banyak nanya  
 
 
 
 
Pegawai : sambil tersenyum ibu tersebut menjawab tidak apa-
apa dek 
Tiba waktunya shalat, percakapan kami tiba-tiba terhenti dan kami 
melaksanakan shalat bersama lalu setelah itu semua pegawai tersebut kembali 
bekerja setelah itu tidak lama kemudian etnografer berpamitan untuk pulang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan : Penggalian Makna Budaya 
Informan : Pak H.Alimuddin 
Jabatan : Kabid Akuntansi 
Trmpat ; Klinik Akuntansi BPKD 
Tanggal : 5 juni 2018 
Jam  : 08:48 
Etnografer datang di kantor BPKD Luwu mengetuk pintu dan tak lupa 
mengucapkan salam, 
etnografer  : Assalamu alaikum 
Beberapa staf menjawab walaikum salam 
Pegawai  : Masuk ki dek duduk ki 
Etnografer di sambut dengan senyuman oleh 3 orang staf yang berada di 
dalam ruangan, 1 staf duduk di ujung sebelah kanan ethnografer dan 1 staf di 
ujung sebelah kiri etnografer, ada juga yang duduk dekat pintu ruangan tersebut, 
tidak lama kemudian datanglah seseorang mengetuk pintu dan ternyata yang 
masuk adalah kabid akuntansi  etnografer bercerita dengan kabid akuntansi karena 
telihat bapak kabid sedang duduk santai etnografer mendekatinya. Etnografer lalu 
menghampirinya lalu mengatakan. 
ethnografer : assalamu alaikum pak 
Kabid Akuntansi : walaikum salam iyya dek ,masuk ki duduk dek 
Etnografer duduk di dekat bapak kabid akuntansi, duduk di kursi berwarna coklat, 
lalu mencoba membuka sebuah percakaapan kepada bapak kabid untuk mengenai 
informasi yang di perlukan oleh etnografer. 
 
 
 
 
etnografer  : pak kalau boleh tau lama meki kerja disini pak? 
Kabid Akuntansi : udah lama nak, lupa bapak berapa lama  
etnografer  : ohh lama mi pak, orang manaki pale pak? 
Kabid Akuntansi : orang sini ji nak, luwu tapi jarang bapak pake bahasa 
luwu karena keluarga bapak semuanya itu kalau 
bicara pake bahasa indoesia kalau bicara i,  
etnografer : oh kalau budaya-budayanya luwu pak tau i? 
Kabid Akuntansi  : Budaya luwu yang mana dek, banyak itu budayanya 
luwu karna daerah kerajaan di sini dia luwu jadi 
otomatis banyak itu budayanya dia Luwu 
etnografer : Iyye pak banyak memang, tapi tidak banyak orang 
yang tau budayanya Luwu sekarang ini pak, kalau 
budaya yang na ajarkan to ciung maccae ri luwu pak 
tahu kah? 
Kabid Akuntansi : Oh kalau itu sering ji bapak dengar nak, 
etnografer  : Siapa pernah ta dengar pak? 
Kabid Akuntansi : Ayahnya bapak selalu kalau berbicara tentang 
kerajaan-kerajaan luwu nak jadi bapak tau 
etnografer  ; Kalau konsepnya ia pak ta tau i? 
Kabid Akuntansi : Bapak tidak terlalu tau nak karena cuma saya 
dengar-dengar ji saja 
etnografer : Pernah ki kah dengar kata adele lempu na geteng 
pak? 
 
 
 
 
Kabid Akuntansi : Oo iya pernah ka dengar ii na bahasa Luwu itu na 
jadi ku tau sedikit , itu adele adil 
etnografer : bagaimana itu pak yang di bilang adil? 
Kabid Akuntansi : adil itu seimbang, menempatkan sesuatu pada 
tempatnya,  
etnografer : kalau sikap adil penting ka na terapkan pihak 
pengelola di sini pak 
Kabid Akuntansi : sambil tertawa bapak mengatakan yaa jelas penting 
sekali dek, kita dalam mengelola keuangan itu harus 
sekali adil karna kita disini pihak pengelola dipecaya 
untuk mengelola dana daerah yang dananya itu 
cukup besar, kita sudah dipercayakan sama 
pemeritah masa kita mau sia-siakan kepercayaan itu. 
etnografer : iya juga pak tapi kalau lempu ia pak apa menurut ta? 
Kabid Akuntansi  : Kalau lempu itu, tunggu dulu ku ingat-ingat ii, kalau 
tidak salah ka jujur kayaknya kalau ndk salah, kalau 
getteng itu keteguhan . 
etnografer  : kalau SAP di sini ia pak na terapkan mi ka pak? 
Kabid Akuntansi : Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
standar Akuntansi Pemerintahan sudah diterapkan. 
Karena sudah menjadi kewajiaban dan memang 
sudah menerapkannya sejak berlakunya peraturan 
tersebut. 
 
 
 
 
 
Tidak lama kemudian salah satu staf datang memanggil bapak kabid, 
sayangnya percakapan etnografer dengan kabid akuntansi harus segera berakhir, 
karna bapak akan melakukan tugasnya kembali, etnografer mengucapkan 
terimakasih sudah bercerita banyak kepada etnografer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan Lapangan: Penggalian Makna Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu 
Informan : Pak Kasmuddin 
Jabatan : Kabid Anggaran 
Tempat : Ruangan Kabid Anggaran 
Tanggal : 21 juni 2018 
Hari terakhir etnografer berada di kantor BPKD Kabupaten Luwu, 
etnografer berangkat dari rumah menaiki sebuah motor, sesampainya di BPKD 
Kab.Luwu, etnografer langsung menuju ruangan bapak kabid anggaran untuk 
mencari informasi tentang budaya luwu yang menjadi penelitian etnografer saat 
ini. 
Etnografer masuk ke ruangan kabid anggaran, mengetuk pintu dan tak lupa 
mengucapkan salam, di dalam ruangan ternyata kabid anggaran sedang 
memegang telponnya tidak terlihat ia sedang melakukan pekerjaan, jadi etnografer 
menyempatkan untuk bercerita kepada bapak untuk menggali informasi yang 
peneliti butuhkan. 
etnografer : maaf mengganggu pak, lagi sibuk ki? 
Kabid anggaran : tidak ji dek, masuk ki duduk dek ada apa? 
etnografer  : begini pak, hari ini terakhir mi saya disini pak 
mauka bertanya sama kita pak, untuk kelengkapan 
laporan ku pak, bisa ji? 
Kabid anggaran : iyya dek, kenapa? 
 
 
 
 
etnografer : sebenarnya pak laporan ku di sini itu mauka tau 
bagimana pegawai-pegawai di sini, na tau ji ka 
tentang budayanya luwu pak 
Kabid anggaran : budaya apa dek, mungkin bisa bapak bantu 
etnografer : to ciung maccae ri luwu, ta tau pak atau pernah ki 
dengar  
Kabid anggaran : ooo iyya dek ajaranya to ciung maccae ri luwu yang 
itu ada 3, adele, lempu, dan getteng 
etnografer : apa itu adele,lempu sama getteng menutut ta pak 
Kabid anggaran : adele itu pemberian hak berdasarkan kinerja yang 
telah dilakukan dan pembagian tugas sesuai dengan 
kemampuan dan latar belakang pendidikannya. 
lempu itu kejujuran selalu berkata jujur dan getteng 
itu konsisten punya satu pendirian yang kuat. 
etnografer : di terapkan ji di sini ka pak itu konsep? 
Kabid anggaran : nilai budaya dari kerjaan luwu itu sudah sepantasnya 
untuk diterapkan oleh penyelenggaraan pemerintah 
seperti kami ini, seperti dalam hal perencanaan 
keuangan, kami harus berfikir terlebih dahulu 
sebelum bertindak jangan sampai dalam proses 
penyelenggaraan terdapat masalah. Dalam konsep 
keadilan, kejujuran maupun konsistensi 
 
 
 
 
Alhamdulilah secara tidak sadar kami telah 
menerapknnya dalam pekerjaan kami. 
Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki mengetuk pintu dan 
mengucapkan salam ternyata bapak kabid akuntansi etnografer langsung berdiri 
menghampiri bapak tersebut lalu bersalaman dengan bapak, ketika etnografer 
bersalaman bapak tersebut langsung menanyakan kabar etnografer, etnografer 
menjawab alhamdulillah baik pak lalu etnografer duduk kembali. 
 
Tiba pukul 14:12 
Etnografer masih ada di kantor BPKD Kab. Luwu dengan para staf BPKD 
Luwu yang masih duduk di kursi masing-masing, terlihat beberapa pegawai 
sedang mengecek beberapa berkas-berkas dan beberapa pegawai sedang 
mengecek file laporannya yang ternyata terdapat laporan yang tidak valid di 
karenakan kesalahan dalam memasukkan angka-angka ke dalam laporan tersebut, 
mereka memperbaiki laporan yang tida valid tersebut karena laporan tersebut akan 
segera di periksa oleh BPK. 
 
Pukul 16:12 
Etnografer berpamitan kepada semua staf di BPKD karena hari ini adalah 
hari terakhir etnografer di BPKD Kab. Luwu dan tak lupa mengucapkan banyak 
terima kasih kepada seluruh pihak pengelola BPKD karena menerima etnografer 
dengan sangat baik selama 1 bulan di kantornya. Etnografer bergegas untuk 
pulang dengan menaiki sebuah motor, sesampainya etnografer di rumah, 
 
 
 
 
etnografer langsung istirahat karena terasa lelah seharian berada di kantor Badan 
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. 
 
Belopa 21 Juni 2018 
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